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Peralihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan banyak terjadi
di kalangan masyarakat. Banyak lahan yang dulunya area persawahan kini telah
diubah menjadi kawasan perumahan. Kondisi ini tentu saja dapat menimbulkan
dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk mengantisipasi terjadinya praktik
serupa, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menerbitkan Qanun Kabupaten
Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan. Qanun tersebut memuat larangan untuk mengalihfungsikan lahan
pertanian. Namun dalam praktiknya hingga saat ini masih banyak masyarakat
yang melakukan alih fungsi lahan khususnya untuk pembangunan perumahan.
Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih lanjut terkait alih
fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan di Kecamatan
Darussalam. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan sosiologis yuridis. Adapun teknik pengumpulan data melalui
wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa
masyarakat di Kecamatan Darussalam banyak yang belum mengetahui
keberadaan Qanun tersebut, namun ada juga masyarakat yang sudah mengetahui
tetapi tidak menaatinya dikarenakan tidak adanya lahan lain untuk melakukan
pembangunan dan lahan pertanian yang sudah tidak produktif. Adapun dalam
perspektif magasid syari’ah peralinan fungsi lahan pertanian untuk
pembangunan perumahan di Kecamatan Darussalam tidak bertentangan dengan
konsep magasid syari’ah selama tidak menimbulkan kerusakan terhadap
lingkungan maupun dampak terhadap ketersediaan pangan masyarakat.
Meskipun demikian penulis menyarankan kepada pemerintah agar
meningkatkan sosialisasi Qanun tersebut kepada masyarakat serta menyediakan
infrastruktur pertanian yang memadai untuk kebutuhan masyarakat tani.
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf.
Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian
dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf

dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf

Latin:

Huruf Huruf Huruf Huruf

Arab Namge Latin u Arab N Latin .
tidak | tidak ( de;e .
| Alif | dilamba | dilamban | L @ ¢ jenoa
ngkan kan jilicd
g g bawah)

zet
o Ba’ B Be L za z dengan
: ? § titik di
bawah)
koma
&l Ta’ T Te & ‘ain ¢ terbalik
(di atas)

es
" 2 ; (dengan . A
« Sa S titik di t Gain G Ge
atas)
z Jim J Je - Fa’ F Ef
ha
., (dengan - _ .
g | M h dtkai | S | f Q Ki
bawah)
é Kha’ Kh ka dan ha 5| Kaf K Ka
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2 Dal D De J Lam L El
zet
. . . (dengan -
Q Zal Z titik di e Mim M Em
atas)
0 Ra’ R Er 8 Niin N En
B Zai zZ Zet 9 Wau W We
BN Sin S Es o Ha’ H Ha
- H
" Syin Sy es dan ye 13 a:] Y X Apostrof
es
£ (dengan I
U Sad S titik di s Ya Y Ye
bawah)
de
. (dengan
o= R d titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat,

adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
Kasrah I
& Dammah u




b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat

dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
S Fathah dan Ya Ai
9. Fathah dan Wau Au

Contoh:

K Kataba di su'ila
Cﬁ :fa{ala uﬁs | kaifa
N s sukira d5 :haula

928
LAY yazhabu

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

gy, | | EIUTTE
il Fatzah dan Alif i
atau Ya
0b ¢ Kasrah dan Ya I
ol 8 Dammah dan Waw i}
Contoh:

45'0) D rama JG qala
J@  :qgia 3% yagilu



4. Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (3) hidup
Ta marbutah (3) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (3) mati
Ta marbutah (3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (3) diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu
terpisah maka ta marbutah (3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

2 [

sl - falhah

J WYYy : raud ah al-agfal | raud atl affal

5%l 1304l ; Al-Madmatul-munawwarah
5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
L‘:’,) : rabbana
d)—* : hazzala

;\5\ : al-birr
el  al-hajj

o Jnu’ ‘ima

Xi



6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ( J ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik
diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.
Contoh:
dao) - ar-rajulu
§3§3~\ . as-sayyidatu
Cyuadl : asy-syamsu
AL : al-galamu
) : al-badiu
JoAl : al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
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Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.
Contoh:

.

o4 iz
SRR G - ta’ khuziina

c}.’d\ >an-nau’
(o . syai’'un
8 inna

2 o 2

Sl umirtu

By - akala

8. Penulisan kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.
Contoh:
u;ﬁ)‘w)s\}).-};}é-j Ai’ﬁ\j : Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
S5l 585E - Fa auf al-kaila wa al-mizan
Fa auful-kaila wal- mizan
d:'hj\ é:%\)-*‘ . Ibrahim al-Khalil
Ibrahimul Khalil
a Wohslal jaa A ()M:’ . Bismillahi majrahd wa mursah
il s u G e &5 W ditlahi “ala an-nasi hijju al-bait
/)7};‘;“ f\:’]‘ ¢ sl e : Man istata ‘a ilahi sabila
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9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

:5):&‘)‘\1\ LVESA 1—4} . Wa ma Muhammadun illa rasul
o Gl a5y alyl &) - Inna awwala baitin wud i ‘@ linndsi
:\5_) L “ﬁ-’-’ quﬂ : lallazi bibakkata mubarakkan
u:\-'ﬁ\ Léiy 1—‘ 3\_)335) : Wa laqad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
Wa lagad ra’ahu bil-ufugil-mubmi
Gl W) &y i M) < dihamau lilahi rabbi al-“alam
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.

Contoh:

&‘:‘)5 @BJ gﬁ’u\ UA:'}*A-’ . Nasrun minallahi wa fathun garib
bes 50V : Lillahi al-amru jamTan

(i:\l“— 9‘55 J& A& Wallaha bikulli syai‘in ‘alim
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10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.
Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

XV



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas gampong berdasarkan mukim dan jumlah penduduk
Tabel 2 Luas lahan dan gampong di Kecamatan Darussalam (Ha)

XVi



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing SKripSi ......ccccovvveviiiiiiiieie e
Lampiran 2 Surat Permohonan Melaksanakan Penelitian.............c.cccccoveee.

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian ...

XVil



DAFTAR ISl

LEMBARAN JUDUL ...ttt sttt i
PENGESAHAN PEMBIMBING ........cococ i i
PENGESAHAN SIDANG........ooi ettt iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..., iv
ABSTRAK .ottt et Y,
KATAPENGANTAR 2 iuf 00 0250 e Riaios 50 o8 £ § 1§ i e o ek S faa e E B a0 Vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ..o Viii
DAFTAR TABEL............ qunl .. .............c00c0neenessnenanns XVi
DAFTAR LAMPIRANE . S .......................... XVii
DAFTAR ISI..... . S . oo Xviii
BAB SATU PENDAHULUAN..........coiiiee et 1
A. Latar Belakang Masalah..............c.cccooveviiiiiiciiccceee, 1

B RUmMUSEn Masalaing.. Bl B Nl B ... 8
ColujuaniPenelt@mnig.. B0, B0 X B .. 9

D. Renjelasariisitlahf: .. 8.8 L. 0 B il 9

E. K&fjjamPUstakar.....8.. Bomm. g ] 11

F. MetodgRenelitign. ¥ % ..af%....... 88 F............. . ... 16

1. Pendekatan Penelitian .........ccoceeeevvvieeei i, 16

Zdenis Renelitiopi. ... J.. ... SRR, ... 17

SESHRbeNilata . L Y .. 17

4. Teknik Pengumpulan Data............cccccvveveeieiiieiirenne. 17

5. Instrument Pengumpulan Data.............cccceevrininnennen. 19

6. Teknik AnalisisS Data .........cccceeeveeiieeeiiiee e 19

7. Pedoman Penulisan ............cccooeeeeiieeiee e 19

G Sistematika Pentilisan®ss ke, BN .............. 20

BAB DUA KONSEP PERALIHAN FUNGSI LAHAN
S e e 21
A. Pengertian dan Dasar Hukum Peralihan Fungsi Lahan... 21
B. Faktor Penyebab Terjadinya Peralihan Fungsi Lahan

Pertanian ........coviiiiieieee e 24
C. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian...........cc.ccocveveneen. 27
D. Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Dalam Konsep

Magasid Syart‘ah ..o 29

BAB TIGA PENERAPAN QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 5 TAHUN 2013 DI KECAMATAN
DARUSSALAM DALAM PERSPEKTIF MAQASID
SYARDAH ...........ocooooeviiieeiiieesieeeeeeesse e 39



Gambaran umum Kecamatan Darussalam....................... 39
Faktor yang melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan
Darussalam melakukan alih fungsi lahan pertanian
untuk pembangunan perumahan............cccceeeiiiieninnene 43
C. Pandangan masyarakat di Kecamatan Darussalam
terhadap Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun
2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

w >

Berkelanjutan ..o 46

D. Tinjauan Magasid Syari‘ah terhadap peralihan fungsi
lahan pertanian untuk pembangunan perumahan............. 49
BAB EMPAT PENUT UL ...................cc0c0ece 53
A. KesinipUISrsammnm. . S ............................ 53
B. ST N COR e UONTORESRSIRERCN . .. LL L 54
DAFTAR PUSIEEISE ... gt . 00, . B0 .. W0 SR, ... 56
DAFTAR RINANAREDGESE . 5. . L .. S, ... 60
LAMPLRFRINE ey . Sy, .. 0N ET . B ... 61

Xix



BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mayoritas masyarakat Aceh Besar bermata pencaharian sebagai petani.
Hal ini dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Aceh Besar sangat mendukung
pekerjaan di sektor pertanian. Namun seiring berkembangnya zaman
ketersediaan lahan pertanian semakin berkurang, hal ini dikarenakan lahan
pertanian yang dulunya digunakan oleh masyarakat untuk bercocok tanam sudah
dialihfungsikan oleh sebagian masyarakat untuk pembangunan rumah pribadi
maupun rumah sewa.

Peralihan fungsi lahan dapat diartikan sebagai perubahan terhadap fungsi
dari suatu lahan untuk dimanfaatkan pada sektor lain, baik untuk pemukiman
maupun bidang industri yang mana dapat berdampak terhadap lingkungan dan
potensi lahan itu sendiri. Peralihan lahan dari penggunaan untuk pertanian
menjadi nonpertanian dikenal dengan istilah alih fungsi lahan yang mana
implikasi alih fungsi tanah pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam
kapasitas penyediaan pangan, bahkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan
kerugian sosial.*

Dalam praktiknya peralihan fungsi lahan pertanian dapat terjadi secara
langsung yakni berdasarkan keputusan pemilik lahan yang mengalihkannya ke
sektor lain. Sedangkan peralihan fungsi lahan yang terjadi secara tidak langsung
yakni dikarenakan menurunnya kualitas lahan yang menyebabkan rendahnya
pendapatan dari hasil lahan tersebut, sehingga pemilik lahan secara tidak

langsung memilih untuk mengalihkan penggunaan lahan tersebut.

! Muhammad Igbal dan Sumaryanto. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Tanah
Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat, Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5
No.2, Juni 2007, him. 167.
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Perlindungan lahan pertanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam penataan ruang wilayah. Oleh karena itu, baik peralihan langsung
maupun peralihan tidak langsung termasuk bagian dari perencanaan dan
penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan,
perlindungan dan pemberdayaan petani, serta peran masyarakat. Perlindungan
kawasan dan lahan pertanian pangan dilakukan dengan menghargai kearifan
budaya lokal masyarakat.?

Perlindungan lahan bertujuan untuk kemaslahatan manusia dalam
menjaga lingkungan hidup. Menjaga lingkungan hidup merupakan salah satu
aspek dari magasid syari‘ah. Upaya menjaga lingkungan (hifdzil al-bi’ah)
termasuk dalam kategori tujuan mashlahah dhardriyyah yang terdiri dari agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menjaga lingkungan bertujuan menjaga semua
tujuan yang termasuk dalam mashlahah dhar(riyyah,® dengan kata lain
lingkungan hidup jelas termasuk bagian dalam magdasid Syari‘ah yang harus
dijaga kelestariannya.

Dalam pandangan hukum Islam juga dijelaskan bahwa perlu adanya
pelestarian dan penjagaan serta perawatan bagi kesejahteraan lingkungan,
namun dalam konteks maqgésid syari’ah lingkungan dikaitkan dengan prinsip
dalam magasid syari‘ah yang memberikan gambaran lebih jelas mengenai
hukum Islam terhadap perlunya pelestarian dan perawatan atau menjaga
lingkungan hidup.* Sebagaimana tujuan dari magdasid syari‘ah adalah menjaga

kemaslahatan manusia, maka dengan adanya pelestarian lingkungan manfaatnya

2 Tri Feby Handayani, dkk, Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Perumahan (Kajian
Alih Fungsi Tanah Terhadap Berlakunya UU Nomor 41 Tahun 2009), Volume 3 Nomor 2
Tahun 2014, him. 7 diakses melalui situs
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/5504/5293 pada tanggal 11 Juli 2021.

3 Ahmad Syafi’i, Figh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Figh Untuk Konservasi dan
Restorasi Kosmos, him. 13, diakses melalui situs https://adoc.pub/figh-lingkungan-revitalisasi-
ushl-al-figh-untuk-konservasi-d.html pada tanggal 11 Juli 2021.

* Linggar Kukuh Aji Pratama, Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam
(Perspektif Magashid Al-Syariah), (Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, 2015), him. 6,
diakses melalui situs http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6558/1/LINGGAR.pdf



https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/5504/5293
https://adoc.pub/fiqh-lingkungan-revitalisasi-ushl-al-fiqh-untuk-konservasi-d.html
https://adoc.pub/fiqh-lingkungan-revitalisasi-ushl-al-fiqh-untuk-konservasi-d.html
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6558/1/LINGGAR.pdf

dapat dirasakan oleh semua umat manusia, sehingga baik buruknya suatu
lingkungan juga akan berdampak bagi manusia itu sendiri.

Kemaslahatan merupakan segala hal yang menyangkut dengan rezeki
dan kebutuhan hidup manusia. Kemaslahatan termasuk prinsip dari magasid
syari‘ah, maka dari itu kemaslahatan bagi pihak manapun yang berakibat dari
peralihan lahan pertanian untuk pembangunan perumahan dapat ditinjau secara
menyeluruh melalui magasid syart‘ah.

Magasid syari‘ah seperti yang dijelaskan oleh Imam as-Syatibi bahwa
syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di
akhirat. Namun untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus disertai bukti
atau dalil yang jelas.> Menurut Imam As-Syatibi ada lima bentuk prinsip
magasid, yaitu menjaga agama (hifzu al-din), menjaga jiwa (hifzu al-nafs),
menjaga akal (hifzu al-‘agl), menjaga keturunan (hifzu al-nasb), menjaga harta
(hifzu al-mal).’ Dalam hal ini Imam As-Syatibi tidak memasukkan konsep
pemeliharaan lingkungan (hifdziil bi’ah) sebagai salah satu bentuk magasid
syari‘ah, ia mengelompokkan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari
menjaga harta (hifzu al-mal).

Selain Imam As-Syatibi ada pula Yusuf Al-Qardhawi yang menjelaskan
bahwa posisi hifdziil bi’ah dalam Islam merupakan pemeliharaan lingkungan
setara dengan menjaga magqdasid syari‘ah yang lima.” Sama halnya dengan Ali
Yafie, ia mengusulkan agar pemeliharaan lingkungan (kifdzil bi’ah) termasuk
dari bagian konsep dari magdasid syari‘ah. Hal ini dikarenakan masalah
kerusakan lingkungan saat ini termasuk masalah serius yang dihadapi oleh

manusia. Maka sudah sepantasnya jika memelihara lingkungan hidup itu

® As-Syatibi, Al-Muwafagat fi Usul as-Syariah, Jilid Il (Kairo: Mustafa Muhammad,
t.th), him. 6.

® Galuh Nusrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, “Konsep Magashid Al
Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda)”, Jurnal Al-
Istigadiah Vol. 1, Issue 1, Desember 2014, him. 57.

" Yusuf al-Qardhawi, Ri‘ayat al-Bi‘ah fi al-Syari‘at al-Islamiyyah, Cet 1, (Jakarta
Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002), him. 44.



termasuk kewajiban agama, karena kehidupan manusia juga sangat
berkegantungan pada keselamatan lingkungan.

Dalam rangka menjaga lingkungan sebagai salah satu dari unsur
Magasid syari‘ah yakni hifdzil bi’ah, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
mengeluarkan regulasi dalam bentuk Qanun, yaitu Qanun Kabupaten Aceh
Besar Nomor 5 Tahun 2013. Dalam Pasal 30 ayat 1 dan 2 Qanun tersebut
menjelaskan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, bahwa
lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan
dilarang untuk dialihfungsikan. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dialihfungsikan oleh
Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan umum atau jika terjadi bencana
alam.® Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian
yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna
untuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan
pangan nasional (Pasal 1 ayat 12).

Dalam Pasal 3 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013
dijelaskan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersedian lahan pertanian
pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian insentif kepada petani dan
penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian
pangan.

Pada dasarnya peralihan fungsi lahan pertanian sudah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan, yang mana tujuannya untuk menjamin penyediaan lahan
pertanian sebagai sumber pendapatan untuk kehidupan yang layak bagi

masyarakat. Kemudian meningkatnya aktivitas masyarakat dalam memenuhi

® Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 30 ayat 1 dan 2.



kebutuhan hidupnya mengakibatkan kebutuhan lahan juga semakin meningkat
yang mendorong terjadinya peralihan fungsi lahan.

Selain itu dalam ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5
Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
dinyatakan bahwa dalam peralihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan
perumahan menjadi masalah karena terjadi di atas lahan pertanian yang masih
produktif. Hal ini berdampak tidak baik bagi para petani dimana petani akan
mengalami kesulitan pengairan irigasi dan limbah rumah tangga yang dapat
merusak kesuburan tanah dan padi yang akan merugikan petani.

Kabupaten Aceh Besar termasuk wilayah yang terus mengalami
pertumbuhan penduduk, hal ini sangat berdampak terhadap pengalihan fungsi
lahan pertanian. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya selalu
meningkat, dari tahun 2017 jumlah penduduk Aceh Besar sebanyak 409.109
jiwa hingga tahun 2019 mencapai 425.216 jiwa.” Kecamatan Darussalam
termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan
dengan luas lahan 2.346 Ha (Pasal 12 ayat 5). Akan tetapi dengan adanya
konversi lahan mengakibatkan penurunan luas lahan setiap tahunnya. Hingga
saat ini luas lahan pertanian yang tersisa 1.037 Ha dari total luas sebelum
konversi lahan 7.766 Ha.'®

Khusus di Kecamatan Darussalam perubahan lahan ini terjadi sangat
cepat, beberapa area persawahan produktif seperti di wilayah Gampong Tanjung

Selamat, Gampong Suleu, wilayah Gampong Tungkop, wilayah Lamduro, telah

° Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, diakses melalui
https://webcache.googleusercontent.com/search?g=cache:ScnexxYehtlJ:https://aceh.bps.qgo.id/st
atictable/2020/02/24/247/jumlah-penduduk-provinsi-aceh-menurut-kabupaten-kota-tahun-2017-
2019-.html+&cd=1&hl=id&ct=cInk&qgl=id pada tanggal 1 Juni 2021.

10 Mawaddatul Munawwarah, “Kebijakan Dinas Pertanian Aceh Besar Dalam

Penanggulangan Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas
Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, him. 4.



https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ScnexxYehtIJ:https://aceh.bps.go.id/statictable/2020/02/24/247/jumlah-penduduk-provinsi-aceh-menurut-kabupaten-kota-tahun-2017-2019-.html+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ScnexxYehtIJ:https://aceh.bps.go.id/statictable/2020/02/24/247/jumlah-penduduk-provinsi-aceh-menurut-kabupaten-kota-tahun-2017-2019-.html+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ScnexxYehtIJ:https://aceh.bps.go.id/statictable/2020/02/24/247/jumlah-penduduk-provinsi-aceh-menurut-kabupaten-kota-tahun-2017-2019-.html+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id

berubah fungsi menjadi area pemukiman. Dengan banyaknya developer yang
menjadikan daerah-daerah tersebut menjadi daerah perumahan strategis.**

Pada lahan pertanian di Gampong Tanjung Selamat banyak yang sudah
dialihfungsikan untuk pembangunan rumah warga baik untuk ditempati pribadi
maupun untuk dimanfaatkan sebagai kontrakan, bahkan saat ini juga dibangun
Pustu (Puskesmas pembantu) di lahan pertanian, yang mana peralihan fungsi
lahan tersebut dilakukan pada lahan yang terdapat di pinggir jalan raya maupun
di sekitar lahan pertanian masyarakat. Namun dampak dari pembangunan di
gampong tersebut tidak sepenuhnya merugikan petani disekitarnya, dikarenakan
ketika pembangunan dilakukan juga sudah disiapkan saluran untuk antisipasi air
yaitu saluran pembuangan dan saluran pemasukan air untuk para petani disekitar
pembangunan.

Menurut Ketua Pertanian Gampong Tanjung Selamat, Husaini
menyatakan bahwa alasan dialihfungsikan lahan pada Gampong Tanjung
Selamat dikarenakan lahan sawahnya sudah tidak layak lagi, sehingga sudah
tidak begitu produktif yang menyebabkan hasil panen terus menurun setiap
tahunnya. Sehingga lahan tersebut dimanfaatkan untuk sektor lain, seperti
dibangunnya perumahan yang mana pendapatannya nanti menjadi pendapatan
asli untuk pembangunan gampong tersebut. Lahan sawah yang produktif di
Gampong Tanjung Selamat hanya tersisa sekitar 50% dari lahan keseluruhan.
Hal ini juga dikarenakan wilayah tersebut merupakan bagian dari komplek
Unsyiah dan komplek UIN, maka dari itu apabila pihak tersebut ingin
melakukan pembangunan tidak bisa dicegah karena sudah perjanjian di awal.*?

Sama halnya dengan peralihan lahan yang terjadi di Gampong Tanjung
Selamat, di mukim Tungkop pun banyak yang dialihfungsikan lahannya, seperti

di Gampong Lampuuk, Lamkeunung, tidak sedikit lahan pertanian yang sudah

" Hasil Observasi di Kecamatan Darussalam
' Wawancara dengan Husaini, Ketua Pertanian di Gampong Tanjung Selamat, pada
tanggal 16 Juni 2021.



dialihfungsikan untuk pembangunan perumahan maupun pertokoan.™ Selain
beberapa gampong yang terdapat di mukim Tungkop ada juga gampong lain
yang terdapat hal serupa, seperti di Gampong Siem.

Pada kasus yang terjadi di Gampong Siem terdapat lahan sawah yang
dialihfungsikan untuk pembangunan rumah warga, kilang padi, dan ada juga
pembangunan dayah yang mana kurang lebih juga terkena lahan sawah untuk
pembangunannya. Luas lahan pertanian di Gampong Siem yang sudah
digunakan untuk pembangunan selama 2 tahun terakhir ini sekitar 4 Ha dari
total luas lahan pertanian gampong sekitar 70 Ha sebelum dibangun bangunan.
Menurut Hadianur salah satu alasan dialihkannya lahan sawah di gampong
tersebut dikarenakan lokasi lahan dengan pihak yang bersangkutan, lahan sawah
yang di sekitarnya memang harus digunakan untuk pembangunan, seperti kilang
padi, karena tidak mungkin kilang padi dibangun di tempat yang tidak strategis.
Jadi mau tidak mau masyarakat tani harus mengalihkan lahannya.™

Dengan adanya peralihan lahan pertanian di kalangan masyarakat dapat
mengakibatkan sempitnya lahan pertanian yang berdampak secara langsung bagi
para petani, hal ini mengakibatkan menurunnya jumlah produksi padi petani
sehingga juga akan berpengaruh pada ketersediaan pangan masyarakat. Selain
itu berkurangnya lahan pertanian juga dapat mengakibatkan meningkatnya
jumlah pengangguran, masyarakat yang pencahariannya sebagai petani dapat
kehilangan perkerjaannya.

Disatu sisi peralihan fungsi lahan pertanian tidak sepenuhnya
menimbulkan  kerugian, karena sebahagian masyarakat masih bisa
memanfaatkan lahan yang sudah dialihfungsikan sebagai tempat pembangunan,
ada yang mendirikan rumah kontrakan dan ada pula yang mendirikan ruko

sebagai tempat untuk memperoleh pendapatan. Namun disisi lain peralihan

13 Hasil Observasi di Mukim Tungkob

14 Wawancara dengan Hadianur, Ketua Pertanian di Gampong Siem, pada tanggal 9
Juni 2021.



fungsi lahan pertanian tidak berdampak baik bagi kehidupan sosial ekonomi
masyarakat, dikarenakan peralihan fungsi lahan dapat berpengaruh terhadap
jumlah produksi pangan masyarakat.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai
peralihan lahan pertanian di Kecamatan Darussalam serta melihat bagaimana
efektivitas penetapan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 dan
implementasinya dalam masyarakat, apakah keberadaan Qanun ini secara
signifikan mampu memproteksi lahan pertanian dari perubahan area lahan.
Kemudian dengan konsep magasid syari‘ah sebagai konsep analisis yang akan
digunakan. Maka penulis untuk meneliti permasalahan tersebut mengangkat
judul “Peralihan Fungsi Lahan Pertanian untuk Pembangunan Perumahan di
Kecamatan Darussalam dalam Perspektif Magdasid Syari‘ah” (Studi terhadap
penerapan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 tahun 2013 tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).

B. Rumusan Masalah
Penelitian ini fokus pada variabel penelitian tentang peralihan fungsi
lahan pertanian untuk pembangunan perumahan. Berdasarkan latar belakang
yang telah diuraikan di atas, maka penulis fokus terhadap pembahasan pada
rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan Darussalam
melakukan alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan?
2. Bagaimana pandangan masyarakat di Kecamatan Darussalam terhadap
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013?
3. Bagaimana perspektif magasid syari‘ah terhadap peralihan fungsi lahan

pertanian untuk pembangunan perumahan di Kecamatan Darussalam?



C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian
ini dilakukan dengan tujuan:
1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi masyarakat di
Kecamatan Darussalam melakukan alih fungsi lahan pertanian untuk
pembangunan perumahan.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat di Kecamatan Darussalam
terhadap Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013.
3. Untuk mengetahui perspektif magasid syari‘ah terhadap peralihan fungsi
lahan pertanian untuk pembangunan perumahan di Kecamatan
Darussalam.
D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah digunakan sebagai uraian substansi terkait dalam judul
penelitian agar dapat memudahkan dalam memahami penelitiannya serta untuk
menegaskan makna setiap kata yang terdapat dalam penulisan karya ilmiah ini.
Dengan adanya penjelasan istilah pembahasan dalam penulisan karya ilmiah
dapat terarah sesuai dengan penelitian. Adapun istilah-istilah yang perlu
dijelaskan sebagai berikut:

1. Peralihan

Menurut KBBI peralihan berarti pergantian, perlintasan dari
keadaan yang satu pada keadaan yang lain. Sedangkan pengalihan yaitu
proses, cara, perbuatan mengalihkan, pemindahan, penggantian,
penukaran, pengubahan.® Peralihan yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah kegiatan mengalihkan atau mengubah suatu kegunaan kepada

kegunaan lainnya terhadap suatu lahan pertanian.

> KBBI, Pengertian Peralihan, diakses melalui situs Arti kata alih - Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) Online pada tanggal 11 Juni 2021.



https://www.kbbi.web.id/alih
https://www.kbbi.web.id/alih
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2. Lahan Pertanian
Lahan pertanian terdiri dari dua kata, yaitu lahan dan pertanian.
Menurut KBBI kata lahan berarti tanah terbuka dan tanah garapan.
Sedangkan pertanian yaitu perihal bertani atau mengusahakan tanah
dengan tanam-menanam.*®
Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menjelaskan
bahwa lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha
pertanian.’’
3. Pembangunan
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata
pembangunan adalah proses, cara, perbuatan membangun, atau disebut
juga pembangunan prasarana.'® Menurut Raharjo, pembangunan adalah
proses yang disengaja dan direncanakan dengan tujuan untuk mengubah
keadaan yang tidak dikehendaki kearah yang dikehendaki.*®
4. Perumahan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perumahan
merupakan kumpulan beberapa buah rumah, rumah-rumah tempat
tinggal. Proses, cara, perbuatan menyediakan rumah atau tanah kosong

untuk mendirikan rumah.?°

16 KBBI, Pengertian Lahan Pertanian, diakses melalui situs Arti kata tani - Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online pada tanggal 11 Juni 2021.

7 Qanun Nomor 5 Tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan,
diakses melalui situs https://jdihn.go.id/files/616/QANUN-NOMOR-5-TAHUN-2013.pdf pada
tanggal 11 Juni 2021.

18 KBBI, Pengertian Pembangunan, diakses melalui situs
https://kbbi.web.id/pembangunan pada tanggal 30 Juni 2021.

!9 Raharjo, Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian, (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 2004), him. 196.

20 KBBI, Pengertian Perumahan, diakses melalui situs https://kbbi.web.id/rumah pada
tanggal 11 Juni 2021.



https://www.kbbi.web.id/tani
https://www.kbbi.web.id/tani
https://jdihn.go.id/files/616/QANUN-NOMOR-5-TAHUN-2013.pdf
https://kbbi.web.id/pembangunan
https://kbbi.web.id/rumah
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Menurut UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman bahwa perumahan merupakan bagian dari permukiman.
Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana
dan sarana lingkungan (Pasal 1 ayat 2).%

5. Perspektif Magasid Syari‘ah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata perspektif
diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.”’ Adapun makna
Magasid syart ‘ah terdiri dari dua kata, yaitu magasid dan syari’ah. Kata
magasid jama' dari magsad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan
syari’ah mempunyai pengertian hukum Allah yang ditetapkan untuk
manusia. Maka makna magasid syari‘ah adalah kandungan nilai yang
menjadi tujuan pensyariatan hukum.

Menurut Wahbah al-Zuhaili (1986:1017) Magasid Syari‘ah
diartikan dengan makna-makna dan tujuan yang dipelihara oleh syara’
dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan
akhir dari syari‘at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada

setiap hukumnya.?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dibuat sebagai pemetaan dari perkembangan penelitian
penulis dari judul yang diteliti. Oleh karena itu temuan dari riset yang telah
dilakukan sebelumnya dapat diposisikan dengan penelitian penulis agar

terhindar dari persamaan kajian suatu penelitian. Secara spesifik penulis

2! Diakses melalui situs https:/dpu.kulonprogokab.go.id/detil/52/rumah-perumahan-
dan-permukiman pada tanggal 12 Juni 2021.

22 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), him. 864.

2% Ghofar Shidig, “Teori Magashid Al-Syari‘ah Dalam Hukum Islam,” hlm. 118-119,
diakses melalui situs https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf pada tanggal
11 Juni 2021.



https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/52/rumah-perumahan-dan-permukiman
https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/52/rumah-perumahan-dan-permukiman
https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf
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merumuskan variabel penelitiannya dengan judul “Peralihan Fungsi Lahan
Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan di Kecamatan Darussalam Dalam
Perspektif Magasid Syari‘ah (Studi Terhadap Penerapan Qanun Nomor 5 Tahun
2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).” Maka
penulis memaparkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Mawaddatul Munawarah yang
berjudul “Kebijakan Dinas Pertanian Aceh Besar dalam Penanggulangan
Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian (Studi tentang defisit lahan dalam
perspektif Mukhabarah di Kecamatan Darussalam)”. Penelitian skripsi ini fokus
pada kebijakan dinas pertanian dalam mengendalikan alih fungsi lahan perlu
menetapkan kawasan lahan pangan berkelanjutan dalam memberikan
perlindungan dan pemberdayaan petani serta membentuk kelompok tani. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Dinas Pertanian dibutuhkan untuk
mengendalikan laju alih fungsi lahan sehingga dapat mengurangi keterbatasan
kesempatan kerja di bidang pertanian dan meningkatakan produktivitas lahan
pertanian. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah
bagaimana kebijakan dari Dinas Pertanian dalam mengendalikan alih fungsi
lahan pertanian di Kecamatan Darussalam dan tinjauan hukum Islam terhadap
defisit lahan dengan menggunakan konsep mukhabarah. Namun dalam hal ini
kebijakan tersebut belum mampu mensejahterakan petani sehingga para petani
mengalihfungsikan lahan pertanian dengan harga nilai yang tinggi. Hal ini
mengakibatkan keterbatasan kesempatan kerja bagi petani penggarap atau petani
yang memiliki lahan sempit. Kegiatan tersebut bertentangan dengan konsep
mukhabarah yang menjunjung prinsip tolong menolong dibidang pertanian.?

Dari penelitian yang dilakukan oleh Mawaddatul Munawarah

menunjukkan bahwa fokus penelitiannya tentang kebijakan dinas pertanian serta

?* Mawaddatul Munawwarah, “Kebijakan Dinas Pertanian Aceh Besar Dalam
Penanggulangan Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas
Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
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defisit lahan dalam konsep mukhabarah, sedangkan penelitian penulis
membahas tentang peralihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan
perumahan dalam konsep magasid syari‘ah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Eka Fitrianingsih yang berjudul
“Tinjauan terhadap alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian (pemukiman)
di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur”. Penelitian ini fokus pada
penyebab terjadinya alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian dan upaya
pemerintah dalam mewujudkan perlindungan lahan pertanian. Penelitian yang
dilakukan membuktikan bahwa faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan yaitu
faktor sosial, ekonomi, kepadatan penduduk, dan belum tersosialiasinya
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Berkelanjutan.?

Dari penelitian yang dilakukan oleh Eka Fitrianingsih dengan penulis
tedapat perbedaan pada lokasi penelitian dan fokus penelitiannya terhadap upaya
pemerintah dalam melindungi lahan pertanian di wilayah Kecamatan Tomoni
Sulawesi Selatan, sedangkan penulis membahas tentang penerapan Qanun
Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap praktik alih fungsi lahan dengan lokasi
penelitian di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Silvia Anggraini Yusmi yang berjudul
“Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Perumahan di Kabupaten
Tegal”. Penelitian ini fokus pada faktor yang mempengaruhi diizinkannya alih
fungsi lahan pertanian ke perumahan serta bentuk pengendalian pemerintah
daerah terhadap praktik alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Tegal. Dengan

demikian jika dikaitkan dengan studi perencanaan dan pembangunan wilayah

® Eka Fitrianingsih, “Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non
Pertanian (Pemukiman) di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur,” (Fakultas Hukum,
Universitas Hasanuddin, 2017), diakses melalui situs https://dokumen.tech/document/skripsi-
tinjauan-terhadap-alih-fungsi-tanah-pertanian-ke-non-halaman-judul-tinjauan.html pada tanggal
6 Juli 2021.



https://dokumen.tech/document/skripsi-tinjauan-terhadap-alih-fungsi-tanah-pertanian-ke-non-halaman-judul-tinjauan.html
https://dokumen.tech/document/skripsi-tinjauan-terhadap-alih-fungsi-tanah-pertanian-ke-non-halaman-judul-tinjauan.html
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dan kota, maka penelitian ini menilai sejaun mana proses perencanaan dan
implementasi dapat dilakukan secara konsisten.?

Penelitian yang dilakukan oleh Silvia Anggraini Yusmi dengan
penelitian yang dilakukan penulis terdapat perbedaan, dimana penelitian tersebut
membahas tentang upaya pemerintah dalam mengendalikan alih fungsi lahan
untuk perumahan dengan lokasi penelitian di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah,
sedangkan penelitian penulis mengenai peralihan fungsi lahan pertanian untuk
pembangunan perumahan dengan lokasi penelitian di Kecamatan Darussalam,
Aceh Besar, kemudian penelitian ini penulis juga mengaitkannya dengan
perspektif magasid syari ‘ah.

Keempat, skripsi yang ditulis olen Rahmat Hidayat dengan judul
“Pengaruh Konversi Lahan Persawahan ke Lahan Perkebunan Dalam
Meningkatkan Pendapatan di Desa Balam Jaya Ditinjau Menurut Ekonomi
Islam . Penelitian ini fokus pada konversi lahan sawah untuk perkebunan yang
berdampak pada pendapatan petani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
konversi tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani, yang mana
Konversi Lahan Persawahan ke Lahan perkebunan memiliki proporsi pengaruh
terhadap Pendapatan petani di Desa Balam Jaya sebesar 50,8% dan sisanya
49,2%. Oleh karena itu kegiatan ini yang dilakukan secara berlebihan akan dapat
merusak tatanan ekosistem karena tidak terjadi lagi keseimbangan dan
keserasian alam.?’

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat berbeda dengan
penelitian yang penulis teliti, dimana penelitian tersebut mengkaji tentang

pengaruh konversi lahan terhadap peningkatan pendapatan petani dalam konsep

% Gilvia Anggraini Yusmi, “Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk
Perumahan di Kabupaten Tegal,” (Semarang, Fakultas Hukum, 2016), diakses melalui situs
http://lib.unnes.ac.id/28973/1/8111412089.pdf pada tanggal 6 juli 2021.

2" Rahmat Hidayat, “Pengaruh Konversi Lahan Persawahan ke Lahan Perkebunan
Dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Balam Jaya Ditinjau Menurut Ekonomi Islam,” (Riau
Pekanbaru, Fakultas Syariah dan Hukum, 2019) diakses melalui situs http://repository.uin-
suska.ac.id/23287/2/GABUNG.pdf pada tanggal 6 juli 2021.



http://lib.unnes.ac.id/28973/1/8111412089.pdf
http://repository.uin-suska.ac.id/23287/2/GABUNG.pdf
http://repository.uin-suska.ac.id/23287/2/GABUNG.pdf
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hukum Islam, sedangkan penulis lebih memfokuskan pada alih fungsi lahan
pertanian dalam konsep magasid syari ‘ah.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Yusparmen yang berjudul
“Pengawasan Kantor Pertanahan Terhadap Peralihan Tanah Garapan Melalui
Jual Beli Menurut Hukum Islam (Studi kasus desa Sintuban Makmur Kabupaten
Aceh Singkil) . Penelitian ini fokus pada pengawasan terhadap pengalihan tanah
garapan yang dilakukan antara pihak pembeli dan penjual serta sanksi yang
terkait dengan batas tanah tanpa diketahui oleh pihak yang berwenang. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan pada wilayah
tersebut masih lemah karena kurangnya yang tersedia di Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh Singkil, yang mana pengawasan ini juga belum sesuai secara
maksimal secara hukum Islam sehingga belum mampu mengatasi masalah
peralihan tersebut.?®

Perbedaan dari penelitian Yusparmen dengan penelitian penulis dapat
dilihat dari variabel penelitiannya, penelitian ini membahas tentang upaya
pengawasan kantor pertanahan terhadap tanah garapan, sedangkan penulis
membahas mengenai peralihan fungsi lahan untuk pembangunan perumahan
serta penulis juga mengaitkannya dengan perspektif magasid syari‘ah sebagai
salah satu bentuk untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Berdasarkan tulisan yang telah dipaparkan di atas baik dari bentuk
skripsi maupun hasil riset lainnya, secara khusus belum ada yang mengkaji
tentang peralihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan di
Kecamatan Darussalam yang merujuk pada penerapan Qanun Kabupaten Aceh
Besar. Pada penelitian ini penulis fokus meneliti berdasarkan konsep hukum
Islam dalam perspektif magasid syari‘ah serta melihat bagaimana efektivitas

penetapan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 dan

%8 Yus Parmen, “Pengawasan Kantor Pertanahan Terhadap Peralihan Tanah Garapan
Melalui Jual Beli Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sintuban Makmur Kabupaten Aceh
Singkil)”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).
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implementasinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, beberapa riset dan
penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai data sekunder oleh penulis, yang
dapat menjadi alternatif literatur dalam penelitian pada peralihan fungsi lahan

pertanian di Kecamatan Darussalam.

F. Metodologi Penelitian
Dalam penulisan karya ilmiah membutuhkan data yang relevan dan
metode yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk
mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam rumusan
masalah. Metode penelitian yang tepat dalam mengumpulkan dan menganalisis
data dapat menentukan tujuan dan arah penulisan karya ilmiah.?° Sehingga data
yang dihasilkan melalui metode penelitian akan membantu penulis dalam
menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk
mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode penelitian berikut:
1. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan sosiologis yuridis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan
penelitian dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum
sebagai institusi sosial yang rill dan fungsional dalam sistem kehidupan
nyata.® Dalam hal ini peneliti akan melihat keberadaan Qanun tersebut
diimplementasikan dalam masyarakat. Kemudian bagaimana misalnya
nilai profitabilitas dari perumahan telah menjadi salah satu alasan
masyarakat mengubah fungsi lahan pertanian di kalangan masyarakat

Kecamatan Darussalam.

» Muhammad Teguh, Metode Penelitian Ekonomi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2005), him. 7.

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas
Press, 1986), him. 51.
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2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini
berupa penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan pemecahan masalah
dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis serta
menginterprestasikan data yang sudah didapatkan.> Adapun dalam
pembahasannya penulis menggunakan deskriptif analisis dengan
memaparkan fenomena peralihan lahan pertanian yang berlangsung di
Kecamatan Darussalam. Sehingga dengan jenis penelitian ini penulis
dapat menguraikan data berdasarkan dalam konsep hukum Islam.
3. Sumber data
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari
sumber atau objeknya dengan melakukan wawancara dan
dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer
dengan mewawancarai ketua tani di beberapa gampong, masyarakat
tani, serta para pihak yang terkait dengan alih fungsi lahan pertanian
untuk pembangunan perumahan di Kecamatan Darussalam.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku,
jurnal, maupun sumber data lainnya sebagai bentuk referensi yang
berhubungan dengan objek penelitian, yaitu berkaitan dengan
peralihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan data merupakan prosedur untuk
memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Data yang

dikumpulkan harus valid, oleh karena itu untuk mendapatkan data yang

31 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:
Rhieka Cipta, 2010), him. 3.
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sesuai dengan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik

pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan atau pengawasan yang

dilakukan secara seksama dan sistematis. Observasi adalah teknik
pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan
disertai pencatatan terhadap keadaan objek sasaran.®? Dalam hal ini
peneliti melakukan pengamatan di lapangan yang terkait dengan
fenomena peralihan fungsi lahan di Kecamatan Darussalam, serta
pengamatan terhadap kebenaran informasi yang diperoleh dari hasil
wawancara dengan responden.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan
memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subjek
penelitian sesuai dengan masalah yang penulis angkat.*® Oleh karena
itu, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara
langsung dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek
penelitian yang terdapat di Kecamatan Darussalam, yaitu wawancara
dengan Sekcam Kecamatan Darussalam, 4 orang Ketua Pertanian di
Kecamatan Darussalam, 3 orang aparat gampong di Kecamatan
Darussalam, 3 orang masyarakat tani di Kecamatan Darussalam.

c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu,

yang mana dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental

%2 Abdurrahmat Fathoni, Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta:
PT.Rineka Cipta, 2006), him. 104.

%% Burhan Ashshofa, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), him.
95.
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seseorang.®* Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa
pengambilan gambar atau foto, serta rekaman dan catatan hasil
wawancara dengan para pihak yang terkait.

5. Instrument Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrument untuk
mengumpulkan data dengan teknik wawancara, yaitu alat perekam
(record), dan alat tulis berupa kertas, pulpen, yang digunakan untuk
mencatat dan merekam seluruh informasi yang disampaikan oleh
informan agar dapat memudahkan dalam proses penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis
terhadap data yang diperoleh. Setelah mendapatkan data dan informasi
mengenai peralihan lahan pertanian di Kecamatan Darussalam, peneliti
menganalisis data dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menelaah
suatu peristiwa di lapangan baik berdasarkan data primer maupun data
sekunder yang disusun sistematis. Peneliti mengkaji kejadian secara rinci
untuk menggambarkan suatu hasil penelitian.

Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dengan
menjelaskan hal yang melatarbelakangi masalah awal mengenai
peralihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan.
Kemudian peneliti menetapkan pokok permasalahan dan membuat
perbandingan agar mudah untuk memperoleh kesimpulan yang tepat.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan memuat tentang berbagai rujukan yang dapat
dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi. Adapun pedoman yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

a. Al-Qur’an dan terjemahannya

% Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kulitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2010), him. 82.
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b. Hadist
c. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
d. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan cara atau upaya untuk memudahkan
dalam memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan dibagi
dalam empat bab, adapun sistematika pembahasan terdiri dari:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang diuraikan mengenai latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian
pustaka, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab landasan teoritis terkait dengan objek penelitian
mengenai konsep peralihan fungsi lahan pertanian yang terdiri dari pengertian
dan dasar hukum alih fungsi lahan, faktor penyebab peralihan fungsi lahan
pertanian, dampak alih fungsi lahan pertanian, peralihan fungsi lahan pertanian
dalam pandangan hukum Islam, perlindungan lahan pertanian dalam konsep
maqasid syart ‘ah.

Bab tiga, merupakan bab yang menguraikan hasil penelitian yang
dilakukan oleh penulis mengenai gambaran umum Kecamatan Darussalam,
faktor yang melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan Darussalam melakukan
alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan, pandangan
masyarakat di Kecamatan Darussalam terhadap Qanun Kabupaten Aceh Besar
Nomor 5 Tahun 2013, dan perspektif magasid syari‘ah terhadap peralihan
fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan di Kecamatan
Darussalam.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisi rumusan terakhir dari
keseluruhan isi yang dicantumkan dalam bentuk kesimpulan dari pembahasan
penelitian, kemudian terdapat saran dan harapan penulis agar dapat terselesaikan

penulisan skripsi ini dengan baik.



BAB DUA
KONSEP PERALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Peralihan Fungsi Lahan

Peralihan lahan merupakan salah satu bentuk perubahan fungsi terhadap
suatu lahan. Peralihan fungsi lahan diartikan sebagai perubahan fungsi dari suatu
penggunaan terhadap penggunaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Lahan pertanian dapat dianggap sebagai barang publik, hal ini dikarenakan
selain memberikan manfaat yang bersifat individual juga dapat memberikan
manfaat yang bersifat sosial.

Lahan pertanian mempunyai multifungsi yang harus tetap dilestarikan
dalam menjaga ketahanan suatu pangan. Lahan pertanian memiliki multifungsi
dari suatu lahan yaitu dapat berupa manfaat langsung, manfaat tidak langsung,
serta manfaat bawaan.®*® Adapun bentuk manfaat langsung yakni berkaitan
dengan penyediaan pangan dan kesempatan Kkerja, penyediaan sumber
pendapatan bagi masyarakat dan daerah, serta sarana untuk mencegah terjadinya
urbanisasi. Sedangkan manfaat tidak langsung terkait dengan fungsinya sebagai
salah satu sarana pelestarian lingkungan, dan manfaat bawaan yakni untuk
mempertahankan keanekaragaman hayati.

Muhajir  Utomo mendefinisikan peralihan fungsi lahan adalah
berubahnya pemanfaatan suatu lahan dari pemanfaatan sebelumnya yang
menyebabkan dampak negatif terhadap potensi yang dimiliki oleh lahan tersebut

sebelum dialihfungsikan.*

Maka dapat disimpulkan peralihan fungsi lahan
merupakan perubahan pemanfaatan lahan dari satu fungsi ke fungsi yang lain

sesuai dengan manfaat tertinggi yang didapatkan oleh pemilik lahan.

% Yusuf Iskandar, Pengetahuan Petani Tentang Multifungsi Lahan Sawah, (Bandung:
Media Sains Indonesia, 2021), him. 3.

% Muhajir Utomo, dkk, Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan, Lampung: Universitas
Lampung, 1992.
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Dalam konsep pertanian menjaga ketahanan lahan merupakan suatu
keharusan, karena lahan pertanian memiliki manfaat berkelanjutan untuk tetap
produktif dalam mempertahankan sumber daya alam dengan mencegah
timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan. Seperti ungkapan menurut
Technical Advisory Committee of the CGIAR (TAC/CGIAR 1988) bahwa
pertanian berkelanjutan merupakan bentuk pengelolaan sumber daya yang
berhasil untuk usaha pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia yang
berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan.®’

Pada dasarnya kebijakan alih fungsi lahan telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, yang bertujuan untuk mewujudkan dan menjamin tersedianya
lahan pertanian pangan berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan
kedaulatan pangan nasional, meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan
petani, memberikan kepastian berusaha tani dan mewujudkan keseimbangan
ekologis serta investasi infrastruktur pertanian.®® Adapun penetapan kawasan
pertanian pangan berkelanjutan Kab/Kota diatur dalam Peraturan Daerah
mengenai rencana tata ruang wilayah Kab/Kota.

Selain itu diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011
tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
dijelaskan bahwa bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan
dikembangkan secara konsisten unutuk menghasilkan pangan pokok bagi
kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, hal ini dimaksudkan
untuk melindungi lahan potensial agar pemanfaatannya, kesesuaian dan
ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian

pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.*

%7 Coen Reijntjes, dkk, Pertanian Masa Depan, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), him. 2.

% Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan.

%9 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
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Dalam Pasal 1 ayat (2) dijelaskan:

Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah perubahan
fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan
pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.

Dari penjelasan Pasal di atas dapat diketahui bahwa peralihan fungsi
lahan pertanian ada yang bersifat sementara dan bersifat tetap atau permanen.
Adapun bentuk perubahan fungsi lahan yang bersifat sementara seperti peralihan
lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk perkebunan, sedangkan perubahan
fungsi lahan yang bersifat tetap seperti peralihan lahan yang dimanfaatkan untuk
area pembangunan perumahan maupun industri. Peralihan fungsi lahan yang
bersifat tetap mempunyai dampak yang lebih besar dibandingkan peralihan yang
bersifat sementara, karena peralihan yang dimanfaatkan pada sektor tersebut
tidak dapat dimanfaatkan kembali ke bentuk semula.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dipahami bahwasanya
pemerintah juga memberikan perhatian terhadap lahan pertanian, selain diatur
dalam Undang-Undang namun juga dalam Peraturan Pemerintah yang
menjabarkan tentang pentingnya lahan pertanian untuk ketahanan pangan
nasional, pemerintah juga memberi perhatian serius kepada petani pemilik
lahan, guna untuk meminimalisir peralihan fungsi lahan pertanian. Namun
dikarenakan kurangnya ketegasan dalam penerapan aturan di lapangan
menjadikan ketentuan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang ada
tidak memberikan dampak yang besar, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya
petani yang masih mengalihfungsikan lahannya, sehingga ketersediaan lahan
sawah akan terus terancam. Kegiatan tersebut dapat memberikan dampak bagi
lingkungan sekitar dan masyarakat sendiri.

Di Kabupaten Aceh Besar ketentuan tentang lahan pertanian diatur
tersendiri dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 tahun 2013 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang terdiri dari 20 BAB

dan 54 Pasal. Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa lahan
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pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan
untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna untuk menghasilkan
pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.*’
Sehingga dalam hal ini pemerintah memiliki kewenangan untuk mencegah
terjadinya praktik peralihan fungsi lahan pertanian dengan mempertahankan
keberadaan lahan tersebut guna mendukung ketahanan pangan suatu daerah.
Dalam Pasal 30 ayat (2) dijelaskan bahwa lahan pertanian pangan
berkelanjutan hanya dapat dialihfungsikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk
kepentingan umum atau dalam hal terjadi bencana alam. Namun di Kecamatan
Darussalam Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan
banyak lahan pertanian yang telah dialihfungsikan untuk sektor pembangunan,
seperti pembangunan perumahan, ruko, maupun fasilitas umum yang
menggunakan lahan sawah produktif bahkan lahan yang sudah mempunyai
sistem irigasi yang baik. Hal ini membuktikan bahwa baik Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan tersebut
masih kurang efektif dalam menangani masalah tersebut. Sehingga penerapan
Qanun Kabupaten Aceh Besar itu sendiri untuk wilayah Kecamatan Darussalam

masih belum bisa terealisasikan dengan maksimal.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Peralihan Fungsi Lahan Pertanian

Secara umum alih fungsi lahan terjadi sebagai akibat dari pembangunan
dan peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk dan peningkatan
kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan dapat merubah struktur
kepemilikan dan penggunaan tanah secara terus-menerus.

Peralihan fungsi lahan pertanian dapat terjadi secara langsung maupun
tidak langsung. Peralihan secara langsung dapat terjadi akibat dari keputusan
pemilik lahan sendiri yang mengalihkan lahan untuk penggunaan lainnya, baik

untuk sektor industri, permukiman, sarana dan prasarana. Sedangkan peralihan

%0 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.
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secara tidak langsung dapat terjadi karena adanya faktor eksternal yang
mengharuskan untuk adanya perubahan fungsi terhadap lahan.** Adapun bentuk
faktor eksternal dari peralihan lahan yakni dapat berupa kebutuhan akan tempat
tinggal yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang meningkat, nilai jual
lahan yang lebih tinggi, pembangunan sarana dan prasarana yang berimplikasi
pada pembangunan perumahan. Hal ini menggambarkan bahwa keinginan petani
dalam mempertahankan lahan dapat mempengaruhi proses peralihan lahan
pertanian.
Pada dasarnya dalam peralihan fungsi lahan terdapat beberapa faktor
yang mendorong terjadinya peralihan lahan, di antaranya sebagai berikut:*?
1. Faktor Kependudukan
Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan terjadinya
peningkatan terhadap permintaan ketersediaan tanah untuk perumahan,
industri, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, peningkatan taraf hidup
masyarakat juga dapat menciptakan tambahan permintaan lahan sebagai
akibat dari peningkatan kinerja masyarakat.
2. Faktor Ekonomi
Rendahnya intensif untuk usaha tani disebabkan oleh tingginya
biaya produksi, sementara itu harga hasil pertanian relatif rendah dan
tidak stabil. Selain itu, adanya faktor kebutuhan keluarga petani yang
mendesak untuk kebutuhan modal usaha lain seringkali membuat para
petani tidak mempunyai pilihan selain menjual sebagian lahannya.
3. Faktor Sosial Budaya
Faktor ini salah satunya dengan keberadaan hukum waris yang

menyebabkan terfragmentasinya lahan pertanian, sehingga tidak

1 yusuf Iskandar, Pengetahuan Petani Tentang Multifungsi Lahan Sawah, (Bandung:
Media Sains Indonesia, 2021), him. 34.
2 lwan lsa, “Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian”, Badan Pertanahan

Nasional, Jakarta, him. 4-5. Diakses melalui situs balittanah.litbang.pertanian.go.id pada tanggal
25 Januari 2022.



https://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/prosiding/mflp2006/iwan.pdf
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memenuhi  batas minimum skala ekonomi wuntuk wusaha yang
menguntungkan.

4. Otonomi daerah yang mengutamakan pembangunan pada sektor yang
dapat menjanjikan keuntungan jangka pendek lebih tinggi guna untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga kurang
memperhatikan kepentingan nasional dalam jangka panjang yang
sebenarnya lebih penting bagi masyarakat secara menyeluruh. Hal ini
dapat dilihat dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang
mendorong peralihan lahan pertanian untuk sektor non pertanian.

5. Lemahnya sistem peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum
dari peraturan yang ada. Padahal pada dasarnya ketentuan perlindungan
lahan pertanian sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-
undangan, keputusan presiden, maupun peraturan daerah. Namun hingga
saat ini peraturan tersebut belum mampu mengendalikan peralihan lahan

secara efektif.

Dari kelima faktor di atas menunjukkan saling keterkaitan antara satu
sama lain, namun dari faktor tersebut yang paling dominan pengaruhnya adalah
dari faktor ekonomi. Besarnya tuntutan ekonomi akan kebutuhan hidup yang
semakin mendesak dapat berdampak pada meningkatnya peralihan fungsi lahan,
serta dapat meningkatkan penguasaan lahan pada pihak pengembangan
perumahan. Kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat serta dengan
pengaruh tingginya harga yang ditawarkan dari pihak pengembang membuat
masyarakat tergiur dengan harga jual lahan yang tinggi,* hal ini menyebabkan
petani maupun masyarakat tidak mempunyai solusi lain selain memilih untuk

menjual lahan yang dimiliki.

** Dani Santoso, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian
Menjadi Perumahan”, Fakultas llmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, him. 182,
Jurnal Pendidikan Geografi, Volume 03 Nomor 03 Tahun 2016, 178-184.
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C. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian

Peralihan lahan pertanian terjadi peningkatan secara progresif setiap
tahunnya, hal ini dapat mengancam ketidakstabilan terhadap ketahanan pangan
masyarakat. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
membutuhkan ketersediaan lahan pertanian yang luas, namun dengan banyaknya
peralihan fungsi lahan menyebabkan produksi pangan menurun sehingga
kebutuhan masyarakat akan sulit untuk dipenuhi.

Secara umum peralihan fungsi lahan pertanian akibat pembangunan
menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan maupun masyarakat, akan
tetapi dampak yang ditimbulkan tidak hanya dampak negatif tetapi juga terdapat

dampak positif.*

Adapun dampak yang ditimbulkan akibat peralihan fungsi
lahan pertanian untuk pembangunan, antara lain:
1. Dampak Negatif
a. Hilangnya Lahan Pertanian
Peralinan fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian
menyebabkan ketersediaan lahan semakin berkurang bahkan dapat
menghilang. Hal ini tentu saja akan memberikan dampak negatif bagi
berbagai pihak, baik dampak yang dapat dirasakan secara langsung
maupun tidak langsung.
b. Menurunkan Produksi Pangan Nasional
Akibat ketersediaan lahan pertanian yang semakin berkurang,
maka hasil produksi pangan juga akan terganggu. Dalam skala besar,
stabilitas pangan nasional juga akan sulit tercapai. Mengingat jumlah
penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga kebutuhan
pangan juga bertambah, namun lahan pertanian justru semakin
berkurang. Sehingga hal tersebut akan mempengaruhi kebutuhan pangan

suatu daerah.

* Nur Habibah Syah Putri, “Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Ke Perumahan”,
Fakultas llmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatra Utara Medan, 2017, him. 136-138.
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c. Mengancam Keseimbangan Ekosistem

Dengan berbagai keanekaragaman populasi di dalamnya, sawah
atau lahan-lahan pertanian lainnya merupakan ekosistem alami bagi
beberapa hewan. Sehingga jika lahan tersebut mengalami perubahan
fungsi, hewan tersebut akan kehilangan tempat tinggal dan bisa
mengganggu pemukiman warga. Selain itu, adanya lahan pertanian dapat
membuat air hujan termanfaatkan dengan baik, sehingga mengurangi
resiko terjadinya banjir saat musim hujan.
d. Meningkatnya Harga Pangan

Ketika produksi hasil pertanian menurun, maka bahan pangan di
pasar akan sulit ditemukan. Hal ini tentu saja akan dimanfaatkan sebaik
mungkin oleh para produsen maupun pedagang untuk memperoleh
keuntungan besar. Sehingga tidak heran jika kemudian harga pangan
pokok menjadi mahal. Akan tetapi kegiatan tersebut justru dapat
memberatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, terutama bagi

masyarakat ekonomi rendah.

Dampak Positif
a. Meningkatkan Kondisi Ekonomi Masyarakat

Dengan menjual lahan pertanian yang dimiliki masyarakat,
masyarakat petani akan kehilangan keseluruhan dari lahan pertaniannya,
tetapi masyarakat dapat memiliki modal untuk membuka usahanya yang
baru yang akan memberikan masyarakat penghasilan yang lebih besar,
sehingga masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik
dibanding kehidupan mereka sebelumnya saat masih menjadi petani.
b. Masyarakat Memiliki Modal Serta Jenis Pekerjaan Baru

Menjual lahan pertanian artinya masyarakat juga menjual
pekerjaannya sebagai petani, dengan menjual lahan pertanian yang

dimiliki maka masyarakat tani dapat memiliki modal untuk membuka
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usaha baru serta memiliki jenis pekerjaan baru bagi masyarakat pada
sektor non pertanian. Hal ini dapat menjadi sebagai bentuk perubahan
atau kemajuan bagi masyarakat yang mulanya hanya berpenghasilan di
sektor pertanian.

c. Meningkatkan nilai properti lahan pertanian di sekitarnya sebagai

konsekuensi dari harga lahan.*®

Dari keterangan di atas, terlihat bahwa peralihan lahan pertanian untuk
pembangunan perumahan telah menimbulkan dampak positif dan negatif.
Namun dampak negatifnya lebih banyak dibandingkan dengan dampak positif.
Hal ini dapat dilihat dari fakta dan data yang ditemukan di lapangan, bahwa
peralihan fungsi lahan pertanian telah menyebabkan sempitnya lahan pertanian
yang dapat mempengaruhi ketersediaan pangan menjadi berkurang. Implikasi
dari peralihan lahan pertanian juga berdampak besar terhadap kondisi sosial
ekonomi masyarakat, hilangnya lapangan pekerjaan bagi petani. Selain itu juga
kegiatan tersebut dapat merusak ekosistem dan rusaknya saluran irigasi akibat
dari pembangunan di atas lahan yang awalnya merupakan lahan pertanian
produktif.

D. Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Dalam Konsep Magasid Syari‘ah

Dalam Al-Quran persoalan peralihan fungsi lahan pertanian tidak
dijelaskan secara rinci, namun secara umum hanya dijelaskan tentang larangan
terhadap tindakan pengrusakan lingkungan, yang mana diatur tentang
pengelolaan sumber daya alam dalam bentuk pemeliharaan yang menyangkut
bidang kehutanan maupun pertanian.

Pada dasarnya kepemilikan terhadap segala sumber daya di bumi adalah
milik Allah, manusia sebagai Khalifah yang mewakili-Nya di bumi untuk
mengelolanya, sedangkan untuk pemanfaatan lahan, pemilik lahan harus lebih

* Yusuf Iskandar, Pengetahuan Petani Tentang Multifungsi Lahan Sawah, (Bandung:
Media Sains Indonesia, 2021), him. 11.
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memikirkan dampak dari apa yang dilakukan terutama alih fungsi lahan yang
dilakukan harus didasari pada bagaimana dampak ke depan dari kegiatan
peralihan fungsi lahan tersebut, apakah mampu memberikan kemaslahatan
bersama atau kemudharatan. Jika dalam melakukan berbagai kegiatan selalu
memikirkan bagaimana dampak bagi orang banyak, maka unsur magasid
syart ‘ah akan tercapai karena setiap orang saling memikirkan satu sama lain.
Dalam upaya pemanfaatan lahan pertanian apabila dilihat dari aspek
ekonomi, kegiatan peralihan fungsi lahan pertanian menjadi sektor lain atau
bentuk lain tidak dianjurkan, karena lahan pertanian masih mampu
memproduksi pangan yang dibutuhkan manusia, selain itu peralihan fungsi
lahan cenderung dapat merusak tatanan ekosistem dari lingkungan tersebut.
Padahal dalam Al-Quran terdapat dalil yang berbicara tentang larangan merusak
lingkungan. Sebagaimana firman Allah Swt yang terdapat dalam Al-Quran surat

al-A’raf (7):56 yang berbunyi:
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Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan)
dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap.

Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat
kebaikan. (QS.Al-A’raf [7]:56)

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi
tidak boleh berbuat semena-mena terutama dalam memanfaatkan sumber daya
alam yang terdapat di lingkungan hidup. Sebagaimana dalam kandungan ayat
tersebut Allah melarang manusia merusak lingkungan bahkan apabila jika
sampai melakukan eksploitasi. Sumber daya alam berupa lahan pertanian
seharusnya tidak dirusak atau dihilangkan manfaatnya, tetapi harus dipelihara,

dirawat dan dikembangkan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup manusia.
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Karena sektor pertanian merupakan sumber daya pokok bagi ketahanan pangan
manusia dan dapat menambah sumber pendapatan manusia.

Dalam sektor pertanian kegiatan bercocok tanam termasuk anjuran Nabi
Saw, hal ini dikarenakan kegiatan tersebut dianggap mempunyai nilai jariyah
bagi yang melakukannya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat al-
Bukhari (2152) yang disebutkan:
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Anas r.a berkata: Rasulullah Saw bersabda: Tiada seorang muslim yang
menanam tanaman kemudian dimakan oleh burung, manusia atau
binatang melainkan tercatat untuknya sebagai sedekah. (HR. Bukhari
dan Muslim).

Berdasarkan penjelasan dalam hadis di atas menunjukkan bahwa
pertanian sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia melalui kegiatan
bercocok tanam. Orang yang memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam akan
mendapatkan pahala selama tanaman tersebut dapat memberikan manfaat
kepada orang lain serta ada yang memakan hasil dari tanaman tersebut.
Kebutuhan akan makanan adalah hal primer yang tidak dapat dibantahkan,
karena tolak ukur kesejahteraan suatu pemerintahan juga dapat dinilai dengan
terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, yaitu berupa kebutuhan pangan.

Oleh karena itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat maupun
pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tersebut yakni dengan menjaga
lingkungan agar tetap dimanfaatkan pada sektornya serta dapat mencegah
terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang dapat mengancam ketahanan pangan.

Menjaga lingkungan hidup merupakan salah satu unsur magasid
syart‘ah. Upaya menjaga lingkungan (hifdzil al-bi’ah) termasuk dalam kategori

** Muhammad Fu’ad Abdul Bagqi, Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim, (Surabaya:
PT.Bina limu, 2005), him. 532.
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tujuan mashlahah dhardriyyah yang terdiri dari agama (al-din), jiwa (al-nafs),
akal (al-‘agl), keturunan (al-nasb), dan harta (al-mal). Selain itu, Magasid
syari‘ah sebagai suatu tujuan yang harus dicapai dalam penetapan hukum,
sehingga dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami kandungan isi Al-
Qur’an maupun Sunnah, dan suatu bentuk perwujudan dari unsur kemaslahatan
serta mencegah kemudharatan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.
Menurut 1bn al-Manzhur, kata magasid jamak dari magsad yang
merupakan mashdar dari kata gasada-yagshudu-gasdhan-magshadan, yang
artinya keteguhan pada satu jalan dan sesuatu yang menjadi tumpuan.*’” Dalam
hal ini Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk

mengikuti jalan-Nya, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swit:
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Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan diantara jalan-
jalan yang ada bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia

menunjuki kamu semuanya (kepada jalan yang benar). (QS. An-Nahl
[16]:9)

Berdasarkan makna di atas, kata al-gqashd digunakan untuk mencari jalan
yang lurus dan keharusan berpegang pada jalan tersebut, serta untuk menyatakan
bahwa suatu perbuatan maupun perkataan harus dilakukan dengan pertimbangan
yang adil. Maka dari itu makna magasid adalah sesuatu yang dilakukan dengan
penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat
mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran).

Adapun Kkata syari’ah digunakan untuk pengertian al-din (agama), al-
thariq (jalan), al-minhgj (metode), dan as-sunnah (kebiasaan).”® Penggunaan
kata syari‘ah dengan makna tersebut dapat dilihat dalam Al-Quran firman Allah
Swit:

" Busyro, Magashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah,
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), him. 5.

* Nur al-Din ibn Mukhtar al-Khadimiy, ‘IIm al-Magashid al-Syariah, Cet. Ke-1,
(Riyadh: Maktabah al-Abikan, 2001), him. 14.
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Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan)
dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariah itu dan janganlah kamu
ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. Al-Jasiyah
[45]:18).
Selain pada ayat di atas, makna serupa juga terdapat dalam penjelasan
surat lainnya:
el Ga ae— e d] P 30 v__Q\Vu\ Gl
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Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa
kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang
diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain
itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan
dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan
meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap

umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. (QS.
Al-Maidah [5]:48)

Berdasarkan kandungan ayat di atas jelas bahwa Allah telah memberikan
syari’ah atau suatu ketetapan (aturan) bagi makhluknya dalam menjalani
kehidupan serta dalam menyelesaikan suatu perkara baik urusan dunia maupun
akhirat dengan jalan kebenaran dan mencapai kemaslahatan.

Dalam istilah ushul figh, Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa
Magasid syari‘ah adalah kandungan nilai-nilai dan sasaran syara’ yang menjadi

tujuan akhir pemberlakuan hukum syara’. Adapun menurut pandangan Ibnu
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‘Asyur bahwa magasid syari‘ah terletak pada pensyariatan hukum secara luas
tanpa dikhususkan pada hukum tertentu.*

Adapun kandungan maqgasid syari‘ah Sebagaimana merujuk pada
pendapat al-Syathibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah. Beliau
mengatakan bahwa sesungguhnya syari‘at itu ditetapkan untuk kemaslahatan
manusia di dunia maupun akhirat.®® Maka dari itu pada dasarnya syari‘at itu
dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan bersama, memelihara
aturan dengan seluruh sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang
kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah
Islam merupakan rahmat bagi seluruh manusia.>

Pemeliharaan lingkungan dalam pandangan Islam dikenal dengan
beberapa macam bentuk pelestarian lingkungan. Pertama, dengan cara lhiya’,
yakni pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh individu. Dalam hal ini seseorang
mematok lahan untuk dapat digarap dan difungsikan untuk kepentingan
pribadinya. Orang yang telah melakukannya dapat memiliki tanah tersebut.
Mazhab Syafi’i menyatakan siapapun berhak mengambil manfaat atau
memilikinya, meskipun tidak mendapat izin dari pemerintah. Lain halnya
dengan Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa 7iya‘ boleh dilakukan
dengan catatan mendapat izin dari pemerintah yang sah. Imam Malik juga
berpendapat hampir sama dengan Imam Abu Hanifah.>> Akan tetapi beliau
menengahi dua pendapat itu dengan cara membedakan dari letak daerahnya.

Imam Malik membedakan antara tanah yang berdekatan dengan area

*9 Safriadi, Magashid Al-Syari’ah Ibnu ‘Asyur, (Aceh Utara: Sefa Bumi Persada, 2014),
him. 41.

%0 As-Syatibi, Al-Muwafagat fi Usul as-Syariah, Jilid Il (Kairo: Mustafa Muhammad,
tth), him. 6.

*! Ghofar Shidiqg, “Teori Magashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam”, Dosen Fakultas
Agama Islam Universitas Islam, Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009,
him. 121.

%2 Sayyid alwi bin al-Sayyid ahmad al-Saqgaf, Hasyiyyah Tarsyih al-Mustafidin bi
tausyih fath al-mu’in (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1995M/1373M) sandaran yang digunakan
Abu Hanifah adalah sabda Rasulullah Saw.
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pemukiman dengan yang jauh, apabila berdekatan maka harus mendapat izin
terdahulu, namun apabila jauh dari pemukiman maka tidak perlu disyaratkan
izin dari penguasa.”® Kedua, dengan proses lgza‘, yakni pemerintah memberi
jatah pada orang-orang tertentu untuk menempati dan memanfaatkan sebuah
lahan. Adakalanya untuk dimiliki atau hanya untuk dimanfaatkan dalam jangka
waktu tertentu. Ketiga, dengan cara hima, dalam hal ini pemerintah menetapkan
suatu area untuk dijadikan sebagai kawasan lindung yang difungsikan untuk
kemaslahatan umum. Setelah pemerintah menentukan sebuah lahan sebagai
hima, maka lahan tersebut menjadi milik Negara. Tidak seorang pun dibenarkan
memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi apalagi sampai merusaknya lahan
tersebut.”*

Dari ketiga poin di atas menunjukkan bahwa lahan pertanian dalam
penulisan ini termasuk hima, yaitu lahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
untuk dilindungi dan menjadi milik Negara, sehingga apabila masyarakat ingin
memanfaatkannya harus mendapatkan izin dari pemerintah atau pihak yang
berwenang terdahulu. Kemudian dalam pemanfaatan lahan tersebut bukan
semata hanya untuk kepentingan yang bersifat pribadi atau individu melainkan
untuk manfaat bersama.

Menurut Ali Yafie, terdapat dua landasan dasar dalam Figh hifdzil bi’ah
(pemahaman masalah lingkungan hidup), di antaranya: Pertama, pelestarian dan
pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah bagian dari iman.
Kualitas iman seseorang dapat diukur salah satunya dari sejauh mana kepedulian
orang terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Kedua, melestarikan dan
melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang yang berakal dan

baligh, bagi yang melakukannya bernilai ibadah dan bentuk taat kepada Tuhan.

5% Ardyan Maurizka, dkk. /hya” Al-Mawat (Lahan Yang Mati/Tidak Produktif), STAIN
Kediri, 2018, him. 7.

* Muhammad Khaidir, “Kebijakan Pemidanaan Bagi Pelaku Pembakaran Hutan
Menurut Konsep Hifdzul Al-Bi’ah dan Magqasid Al-Syari‘ah”, Fakultas Syariah dan Hukum,
UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, him. 31-32.
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Adapun pihak yang berwenang dalam menjalankan kewajiban untuk
memelihara dan mencegah kerusakan lingkungan hidup merupakan bagian dari
tanggungjawab pemerintahan. Pemerintah telah diberikan amanah dalam
memegang kekuasaan untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup,
bukan malah sebaliknya dengan mengeksploitasi dan merusaknya.>

Oleh karena itu, ketika agama dituntut untuk memecahkan permasalahan
di dunia mengenai lingkungan hidup, maka perlu upaya untuk memahami
konsep magasid syari‘ah dalam bentuk nalar fikih, karena tujuan dari
merancang figh hifdzal bi’'ah adalah salah satu upaya praktis untuk
menyelamatkan lingkungan dari eksploitasi yang semena-mena dan kerusakan
yang ditimbulkan. Dalam Figh hifdzial bi’ah ditegaskan bahwa orang yang
mengabaikan dan merusak tatanan ekosistem di bumi dapat dikategorikan
sebagai orang yang menentang titah Allah dan Rasul-Nya.

Berbicara tentang penerapannya, dalam Figh hifdzil bi’ah keberadaan
dan tanggung jawab Negara sangat dibutuhkan, terutama dalam menegakkan
kebijakan dan hukum yang berorientasi pada perlindungan lingkungan dan alam
secara lebih luas. Kebijakan dan sosialisasi tentang bahaya akibat perusakan
alam dan lingkungan. Selain itu, perlu adanya kesadaran kritis publik dan
pemerintah terhadap persoalan yang terkait dengan pemeliharaan alam dan
lingkungan, menciptakan proses perbaikan total atas pengelolaan alam, serta
penegasan lahirnya kebijakan negara untuk merawat alam dan isinya. Maka dari
itu pemerintah mengemban amanah sebagaimana yang terdapat dalam firman
Allah Swit:
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> Ali Yafie, Merintis Figh Lingkungan Hidup, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), him.
42.
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah  memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat. (QS. An-Nisa [4]:58)

Kemudian diperintahkan pula kepada umat untuk menaatinya,

sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Swt:
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Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya,
dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan
Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya. (QS. An-Nisa [4]:59)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa kepatuhan dari rakyat
atau pengikut ulil amri merupakan suatu kewajiban umat yang terus berlaku
selama pemimpin tersebut tidak memerintah kepada hal yang menjerumus
kepada maksiat.

Keterlibatan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan sejalan
dengan konsep hifdziil bi’ah, sebagaimana firman Allah Swt yang terdapat

dalam kandungan Al-Quran:

omlio) 350 2T 3T Y3
Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan)
dengan baik... (QS. Al-A’raf [7]:56)
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Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusia... (QS. Ar-Rum [30]:41)

Dari ayat di atas menunjukkan keterkaitan dengan konsep hifdziil bi’ah,
bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi ini diakibatkan oleh ulah tangan
manusia. Meskipun ayat-ayat tersebut sudah sangat jelas menegaskan kepada
manusia untuk menjaga lingkungan, namun dalam penerapannya terkadang
membutuhkan kontrol dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Berdasarkan penafsiran tersebut, dapat dipahami bahwa Al-Quran
memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kelestarian lingkungan.
sehingga para ulama berkesimpulan bahwa menjaga lingkungan adalah sesuatu
yang sangat urgent dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, sangat wajar
apabila para ulama menjadikan Aifdzal bi’ah sebagai salah satu poin dari konsep

magqasid syari ‘ah.



BAB TIGA
PENERAPAN QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 5 TAHUN 2013 DI KECAMATAN DARUSSALAM
DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI’'AH

A. Gambaran Umum Kecamatan Darussalam
Kecamatan Darussalam merupakan salah satu Kecamatan dari 23
Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan Darussalam
termasuk dalam wilayah otoritatif di Kabupaten Aceh Besar dengan luas
wilayah 38,43 Km? (3.843 Ha).”® Wilayah Kecamatan Darussalam berbatasan
langsung dengan:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Baitussalam
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuta Baro
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Krueng Barona Jaya
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mesjid Raya
Berdasarkan letak geografis wilayah, di Kecamatan Darussalam terdapat
29 gampong, mayoritas berada di dataran rendah sehingga memiliki tanah subur
yang sesuai dengan mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Darussalam di

sektor pertanian.

Tabel 1. Luas Gampong Berdasarkan Mukim dan Jumlah Penduduk Tahun 2018-2019

Mukim Nama Gampong Luas Wilayah Jumlah
(Km?) Penduduk
1. Lampuja 0,64 271
Tungkop 2. Lam Ujong 0,27 469
(5,16 Km?) 3. Lam Gawe 0,20 247
4. Lamkeunung 0,29 612
5. Lampuuk 0,22 810

°® BPS Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2020, him.3.
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6. Lamtimpeung 0,20 749

7. Limpok 0,45 1.584

8. Barabung 0,36 761

9. Tungkop 0,52 2.889

10. Lamduro 0,61 812

11. Tanjung Deah 0,59 1.087

12. Tanjung Selamat 0,81 4.896

1. Lam Asan 0,31 490

2. Lamreh 0,25 825

3. Siem 1,71 1.113

Siem 4. Krueng Kalee 5,58 336
(9,43 Km?) 5. Lambiheu Siem 0,30 773
6. Lamklat 0,43 447

7. Lambitra 0,35 614

8. Lieue 0,50 1.114

1. Lambaro Sukon 0,44 830

2. Lambiheu U,39 626

3. Lambada Pekan 0,78 763

4. Gampong Blang 7,86 638

Lambaro Angan

(23,84 Ki?) 5. Gampong Cot ¥ 48 768
6. Angan Sy 339

7. Miruk Taman 0,36 1.351

8. Lampeudaya 0,82 781

9. Suleue 0,95 422

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar Kecamatan Darussalam Dalam Angka

2018.

Berdasarkan data dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kemukiman

yang memiliki wilayah paling luas adalah mukim Lambaro Angan dengan luas

23,84 Km2, mukim Siem dengan luas 9,43 Km?2 dan mukim Tungkop dengan
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luas 5,16 Km2. Adapun gampong yang memiliki wilayah paling luas adalah
Gampong Blang dengan luas 786 Ha, dan yang paling sempit adalah gampong
Lam Gawe dengan luas 20 Ha.

Di Kecamatan Darussalam jumlah penduduk paling banyak terdapat
pada gampog Tanjung Selamat dengan jumlah 4.896 jiwa, dan yang paling
sedikit penduduk pada gampong Lam Gawe dengan jumlah penduduk 247 jiwa.

Tabel 2. Luas Lahan dan Gampong di Kecamatan Darussalam (Ha)

Jenis Penggunaan Luas

Nama Gampong Lahan Lahan Non | Lahan Non Gampong

Sawah Sawah Pertanian (Ha)
Lampuja 50 0 14 64
Lam Ujong 16 0 11 27
Lam Gawe 14 0 6 20
Lam Asan 22 0 9 31
Lamreh 12 0 43 25
Siem 145 6 20 171
Krung Kalee 89 57 412 558
Lambaro Sukon 21 0 23 44
Lambiheu Siem 3 0 15 30
Lambiheu
Lambaro Angan . - = S
Lamklat 24 0 19 43
Lamkeunung 12 0 157 29
Lampuuk 5 0 47/ 22
Lamtimpeung 6 0 14 20
Limpok 9 0 36 45
Barabung 26 0 10 36
Tungkop 19 0 33 52
Lamduro 20 0 41 61
Lambitra 22 0 13 35
Lieue 16 0 34 50
Lambada Peukan 25 0 53 78
Gampong Blang 24 64 698 786
Gampong Cot 27 92 594 713
Angan 37 104 370 511
Miruk Taman 5 0 31 36
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Lampeudaya 31 0 51 82
Suleue 49 0 46 95
Tanjung Dayah 33 0 26 59
Tanjung Selamat 40 0 41 81
Jumlah 830 323 2.690 3.843

Sumber: Qanun Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Besar 2012-
2032.

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Darussalam
mempunyai lahan sawah dengan luas 830 Ha. Untuk lahan sawah paling luas
terdapat di Gampong Siem dengan luas 145 Ha, dan paling kecil lahan sawah
pada Gampong Lampuuk dan Miruk Taman dengan luas masing-masing 5 Ha.*’

Jika dilihat dari segi potensi masyarakat di wilayah Kecamatan
Darussalam ada berbagai macam, ada yang sebagai petani, pedagang, buruh,
maupun pegawai pemerintah yang mana dapat menunjang kebutuhan hidup
masyarakat. Namun di Kecamatan Darussalam banyak masyarakat yang bekerja
sebagai petani, hal ini dikarenakan luasnya wilayah persawahan yang mencapai
hingga 830 Hektar. Saluran irigasi yang dimiliki juga memadai, sehingga dapat
memudahkan masyarakat dalam mengurus kebutuhan tani.

Wilayah Kecamatan Darussalam terbagi dalam 3 Mukim dengan jumlah
penduduk 27.417 jiwa dari 29 gampong.®® Jika dibandingakan dengan luas
wilayah, penduduk Kecamatan Darussalam masih dapat digolongkan sebagai
wilayah yang tidak padat penduduk. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih
luasnya area yang bukan tempat tinggal atau perumahan. Sehingga banyaknya
developer yang menjadikan daerah-daerah tersebut sebagai daerah perumahan
strategis.

Pada dasarnya pihak developer dalam mengembangkan suatu kawasan

perumahan juga mempunyai tujuan dapat berupa mencari keuntungan atau

%7 Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Darussalam Dalam Angka
2020.

*® Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Darussalam Tahun 2019,
him. 32.
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tujuan sosial, yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun
keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal semakin
hari semakin meningkat. Namun ketersediaan lahan tidak seimbang dengan
tingkat kebutuhan masyarakat. Sehingga keterbatasan lahan untuk pembangunan
perumahan dapat menyebabkan harga rumah semakin meningkat. Tingginya
harga tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan tempat tinggal.
Sehingga banyak lahan pertanian yang ada sudah dialihfungsikan untuk
pembangunan demi kebutuhan masyarakat.

B. Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat di Kecamatan Darussalam

Melakukan Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan
Perumahan

Lahan pertanian di Kecamatan Darussalam banyak yang sudah
dialihfungsikan untuk sektor lain, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian
penulis dengan adanya lahan yang sudah dimanfaatkan untuk pembangunan
rumah warga, ruko, maupun fasilitas umum. Sehingga dapat ditemukan
beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan fungsi lahan pertanian
di kalangan masyarakat Kecamatan Darussalam.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, peralihan fungsi
lahan pertanian untuk pembangunan perumahan di kalangan masyarakat
Kecamatan Darussalam terjadi karena lahan pertanian sudah tidak begitu
produktif. Hasil panen masyarakat setiap tahun selalu mengalami penurunan, hal
ini dikarenakan lahan pertanian yang digunakan oleh masyarakat untuk bertani
sudah menjadi lahan tadah hujan. Sehingga petani hanya bisa mengharapkan
hasil panen yang memuaskan ketika musim hujan, apabila tidak ada air hujan
petani akan kesulitan dalam mengelola lahannya dikarenakan pengairan lain
juga tidak dapat diandalkan.

Menurut Firdaus salah satu responden yang telah melakukan peralihan
fungsi lahan pertanian untuk pembangunan, bahwa alasan melakukan peralihan

dikarenakan penggunaan perairan sawah sudah tidak mencukupi kebutuhan,
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sehingga ia hanya bisa bertani setahun sekali dengan mengandalkan air hujan
dan dari hasil panen pun menurun. Maka dari itu lahan pertanian tersebut
dimanfaatkan untuk sektor lain yang dapat menghasilkan lebih banyak
keuntungan dibandingkan saat bertani.*®

Lahan pertanian dialihfungsikan untuk pembangunan perumahan warga,
peralihan ini juga dapat disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk, seperti
yang terdapat di Gampong Tanjung Selamat yang merupakan salah satu
gampong di Kecamatan Darussalam yang mempunyai jumlah penduduk
tertinggi. Akibat dari pertumbuhan penduduk tersebut menyebabkan kebutuhan
lahan untuk tempat tinggal masyarakat semakin meningkat. Terjadinya peralihan
lahan sawah disebabkan oleh kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal,
dikarenakan tidak adanya lahan lain menyebabkan masyarakat melakukan
pembangunan di lahan pertanian. Seperti ungkapan Husaini selaku ketua tani
Gampong Tanjung Selamat mengatakan bahwa mayoritas masyarakat yang
datang untuk meminta izin mendirikan bangunan di lahan pertanian dikarenakan
tidak adanya lahan lain. Dari aparat gampong sendiri memperbolehkan
melakukan pengalihan fungsi lahan, namun dalam proses pembangunannya
hanya boleh dilakukan secara pribadi tanpa melibatkan pihak developer.®

Hamdani salah satu masyarakat tani Gampong Tanjung Selamat
menuturkan bahwa melakukan pembangunan pada lahan sawah untuk
mendirikan rumah sebagai tempat tinggal dikarenakan tidak memiliki lahan lain,
selain itu lahannya juga bersifat pribadi karena merupakan tanah dari hasil
warisan. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Busra selaku Sekdes Gampong

Lamkeunung bahwa masyarakat yang telah melakukan pembangun perumahan

% Hasil wawancara dengan Firdaus, masyarakat Gampong Tungkop pada tanggal 19
Mei 2022.

% Hasil wawancara dengan Husaini, ketua tani Gampong Tanjung Selamat pada
tanggal 4 Juni 2022.
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terhadap lahan pertanian termasuk di atas lahan pribadi dan juga dilakukan tanpa
melibatkan developer.®*

Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat lahan
pertanian atas kepemilikan pemerintah atau orang lain yang dimanfaatkan untuk
sektor pembangunan, akan tetapi pembangunan yang dilakukan mayoritasnya
fasilitas umum yang dapat bermanfaat bagi orang banyak dan juga dapat
menghasilkan. Apabila penghasilan tersebut diperoleh dari hasil pembangunan,
maka penghasilan tersebut akan digunakan sebagai bentuk anggaran gampong di
Kecamatan Darussalam.®?

Selain itu, peralihan lahan juga dimanfaatkan untuk pembangunan ruko
sebagai tempat dagang masyarakat, namun ruko tersebut mempunyai peran
ganda yang dapat dimanfaatkan sekaligus untuk tempat tinggal. Peralihan lahan
dalam bentuk ini kebanyakan terjadi pada daerah lahan yang terletak di pinggir
jalan atau yang dekat dengan fasilitas umum. Hal ini dikarenakan peluang usaha
lebih besar dari pada penggunaan lahan untuk sektor pertanian.

Berdasarkan fenomena peralihan fungsi lahan pertanian yang terjadi di
Kecamatan Darussalam, kegiatan tersebut sulit untuk dicegah. Hal ini
dikarenakan pembangunan akan terus terjadi seiring dengan banyaknya
kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Padahal praktik alih fungsi
lahan pertanian tersebut dapat mengancam ketahanan pangan masyarakat di
masa yang akan datang. Meskipun demikian bagi sebagian masyarakat
ketersediaan pangan tidak merasa terancam, karena masih ada yang memiliki
lahan pertanian di wilayah lain yang dapat dimanfaatkaan untuk bertani guna

memenuhi kebutuhan pangan. Namun hal tersebut justru menimbulkan dampak

61 Hasil wawancara dengan Busra, Sekdes Gampong Lamkeunung pada tanggal 5 Juni
2022.

%2 Hasil wawancara dengan Miswar, Sekdes Gampong Tanjung Selamat pada tanggal
16 Juni 2022.
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lain terhadap lingkungan di sekitar, yakni dengan pembangunan di wilayah
lahan pertanian dapat merusak keseimbangan ekosistem lingkungan.

Selain itu faktor pendukung bagi petani untuk melakukan alih fungsi
lahan pertanian dikarenakan menurunnya hasil tani masyarakat. Oleh karena itu,
apabila kegiatan tersebut tidak dapat dihindari, maka lahan sawah dapat
berpotensi menghilang dengan terjadinya peralihan secara terus-menerus,
sehingga dapat diperkirakan dalam jangka waktu 10 tahun ke depan seluruh
lahan pertanian akan dialihfungsikan untuk sektor lain.®
C. Pandangan Masyarakat di Kecamatan Darussalam Terhadap Qanun

Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Penetapan Peraturan Daerah (Perda) khususnya daerah Aceh yang telah
mendapatkan otonomi khusus yakni dengan dibentuknya peraturan berupa
Qanun. Salah satunya ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 tahun
2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Khusus di
Kecamatan Darussalam, sektor pertanian menjadi salah satu sumber mata
pencaharian masyarakat. Namun saat ini banyak masyarakat yang telah
mengalihfungsikan lahan pertanian pada sektor lain, hal ini tentu saja dapat
memberikan dampak buruk terhadap kondisi lingkungan maupun masyarakat.

Pemanfaatan lahan pertanian pada sektor lain jelas bertentangan dengan
ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 tahun 2013 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, hal ini didasarkan pada
Pasal 30 ayat (2) sebagaimana dijelaskan bahwa lahan pertanian pangan
berkelanjutan hanya bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk
kepentingan umum atau dalam hal terjadi bencana alam. Namun jika
dibandingkan dengan fakta di lapangan, banyak lahan pertanian yang

dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, seperti pembangunan rumah dan toko.

% Hasil wawancara dengan Al Munir, S.Sos. Sekcam Kecamatan Darussalam pada
tanggal 23 Mei 2022.
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Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa adanya praktik alih fungsi lahan yang
terjadi tidak sesuai dengan aturan yang telah ada. Akan tetapi upaya pemberian
sanksi terhadap tindakan tersebut dari aparat gampong juga tidak terlaksanakan,
maka hingga saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan praktik alih
fungsi lahan pertanian.®* Sedangkan dalam Pasal 49 dijelaskan bahwa setiap
kegiatan pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan di luar
ketentuan Pasal 30 ayat (2) minimal akan dikenakan sanksi administratif.
Persoalan aturan pada dasarnya telah ditegaskan kepada setiap aparatur
pemerintah untuk disampaikan kepada masyarakat agar dapat diterapkan sesuai
aturan. Mengenai aturan peralihan fungsi lahan, aparat Kecamatan Darussalam
sudah mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah Aceh Besar terkait penetapan
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang mana informasi tersebut juga telah
disosialisasikan kembali kepada masyarakat Kecamatan Darussalam. Seperti
ungkapan M. Radin sebagai ketua tani Gampong Tungkop mengatakan bahwa,
walaupun aparat sudah menyampaikan ketegasan terkait peraturan mengenai
perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan secara lisan kepada
masyarakat, akan tetapi dalam kenyataannya kebutuhan masyarakat dalam hal
peralihan fungsi lahan tidak dapat dipungkiri. Sebagai aparat gampong juga
tidak dapat mencegah penggunaan lahan tersebut dikarenakan tidak adanya
lahan pengganti yang dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.®
Selain itu dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 tahun 2013
juga dijelaskan tujuan dari perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sebagai berikut:®®

% Hasil wawancara dengan Firdaus, masyarakat Gampong Tungkop pada tanggal 19
Mei 2022.

% Hasil wawancara dengan M.Radin, ketua tani Gampong Tungkop pada tanggal 19
Mei 2022.

% Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.
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a. Mempertahankan luas lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi

b. Mempertahankan dan meningkatkan produksi pertanian untuk mencapai
ketahanan pangan di daerah dalam rangka mendukung ketahanan pangan
nasional

c. Melindungi dan memberdayakan petani dan masyarakat sekitar lahan
pertanian beririgasi dan tidak beririgasi
Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran petani
Mempertahankan keseimbangan ekosistem

Dalam pasal tersebut menjelaskan tujuan dari perlindungan lahan
pertanian yakni untuk mempertahankan ketersediaan lahan pertanian,
meningkatkan produksi pertanian, melindungi petani dan masyarakat sekitar
untuk mencapai kesejahteraan, serta mempertahankan keseimbangan ekosistem
yang dapat berdampak dari terjadinya praktik alih fungsi lahan pertanian.

Kemudian dalam Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 tahun
2013, menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang dalam
melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini
menjadi dasar bahwa keberadaan pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap
ketersediaan lahan pertanian, sehingga aparat pemerintah dalam menjalankan
tugasnya harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Seperti yang diungkapkan
olen Al Munir Sekcam Kecamatan Darussalam, bahwa berbicara mengenai
upaya hukum terhadap penegakan aturan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor
5 tahun 2013 yakni berupa bentuk penyampaian informasi mengenai aturan dan
dampak yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut terhadap kemaslahatan
masyarakat serta sanksi yang dapat dikenakan bagi yang melanggarnya, akan
tetapi dalam penerapannya juga kembali kepada masyarakat masing-masing,
mau bagaimana pun masyarakat tetap melakukan alih fungsi lahan pertanian
untuk memenuhi kebutuhannya tanpa memikirkan kemaslahatan orang banyak.

Oleh karena itu, keberadaan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5
tahun 2013 diharapkan dapat memberi kesadaran bagi masyarakat khususnya

petani agar dapat meminimalisir terjadinya peralihan fungsi lahan pertanian. Hal
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ini dapat dilakukan dengan upaya penetapan hukum yang lebih efektif seperti
dengan memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan praktik tersebut
maupun kepada pihak yang memberikan izin mendirikan bangunan pada lahan
pertanian pangan berkelanjutan. Kemudian dalam proses penerapan Qanun
tersebut masih harus ditinjau kembali terhadap pelaksanaannya dan kepatuhan
masyarakat terhadap ketentuan tersebut.

D. Perspektif Maqasid Syari'ah Terhadap Peralihan Fungsi Lahan
Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan di Kecamatan Darussalam

Peralihan lahan pertanian dilakukan dengan melepas manfaat lahan
garapan petani, yang mana secara tidak langsung akan mengubah mata
pencaharian masyarakat. Dengan perubahan mata pencaharian maka akan
mengubah perolehan pendapatan masyarakat tani. Upaya masyarakat dalam
melakukan peralihan dengan memanfaatkan lahan pertanian pada sektor lain
adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti pembangunan untuk fasilitas
umum, mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha.

Adanya praktik alih fungsi lahan untuk pembangunan, mayoritas petani
yang memanfaatkan lahan pertanian sebagai bentuk penghasilan akan merasa
lebih banyak mendapatkan keuntungan dari sektor tersebut dibandingkan
sebelumnya. Hal ini dibuktikan dari pernyataan masyarakat tani sendiri. Dalam
hasil wawancara dengan Firdaus selaku salah satu masyarakat gampong tani
bahwa jika dibandingkan dari hasil produksi tani dengan pendapatan setelah
peralihan lebih memuaskan saat ini. Hal ini dikarenakan ketika masih bertani
kondisi lahan sering mengalami permasalahan, seperti pengairan sawah yang
tidak tercukupi untuk masyarakat tani agar mendapatkan hasil maksimal dengan
bertani setahun dua kali.

Berdasarkan kondisi sosial masyarakat menunjukkan bahwa peralihan
fungsi lahan pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari
sisi pembangunan maupun pendapatan. Namun dalam hal ini terdapat dampak

buruk terhadap pemenuhan pangan sebagai makanan pokok, hal tersebut dapat
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menyebabkan banyaknya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan, terutama
bagi masyarakat yang ekonominya terbatas akan merasa sangat berat dengan
kenaikan harga makanan pokok. Oleh karena itu, praktik alih fungsi lahan
tersebut dapat menurunkan hasil produksi tani bagi masyarakat Kecamatan
Darussalam, sehingga hal ini perlu penanganan yang baik agar tidak mengancam
ketahanan pangan masyarakat suatu daerah.

Upaya Pemerintah dalam menjamin ketersediaan lahan pertanian untuk
ketahanan pangan bagi masyarakat merupakan hal yang sangat penting, karena
apabila persoalan pangan terancam maka akan memberikan dampak buruk bagi
kehidupan masyarakat. Padahal dalam agama Islam dituntun agar tidak
menyebabkan kerusakan di muka bumi terhadap lingkungan hidup serta dengan
terpenuhinya pangan untuk kemaslahatan umat. Hal ini telah diatur dalam
konsep maqasid syari’ah, karena tujuan dari magasid syari’ah untuk
mewujudkan kesejahteraan umat di dunia maupun di akhirat.

Dalam magqgasid syartah terkait praktik peralihan fungsi lahan pertanian
untuk pembangunan harus didasarkan dengan kemaslahatan masyarakat, karena
kemaslahatan akan menjadi tujuan dalam syariat Islam. Adanya peraturan
tentang alih fungsi lahan pertanian tentunya akan berpengaruh terhadap konsep
magqasid syari ah Khususnya dalam aspek hifdzil bi’ah, akan tetapi peralihan
fungsi lahan tersebut belum tentu dapat menjamin pemeliharaan terhadap
lingkungan. Karena ketika sudah ada pembangunan di wilayah pertanian, maka
lingkungan tersebut akan tercemar dengan limbah rumah tangga, hal ini dapat
menyebabkan terganggunya lingkungan hidup masyarakat di sekitar.

Lahan pertanian di Kecamatan Darussalam dapat dimanfaatkan sebagai
lahan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat yang dapat berdampak
di masa akan datang. Sedangkan pembangunan yang dilakukan di lahan
pertanian masih dapat dikondisikan dengan tingkatan kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu kemaslahatan orang banyak harus lebih diutamakan meskipun

ada kalangan yang merasakan mafsadatnya, karena praktik alih fungsi lahan
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pertanian tersebut memiliki mafsadat terhadap kondisi lingkungan maupun
masyarakat banyak.

Perubahan fungsi lahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat pada
lahan pertanian harus dihindari, hal ini dikarenakan lahan tersebut harusnya
dapat dimanfaatkan untuk bertani yang akan memenuhi ketersediaan pangan.
Namun dengan dilakukannya pembangunan akan membatasi pangan bagi orang
banyak, sedangkan orang yang melakukakan pembangunan tersebut hanya
merasakan manfaatnya untuk diri sendiri. Adapun dari kondisi lahan pertanian
juga akan berdampak dengan terjadinya pembangunan, yakni seperti dapat
merusaknya keseimbangan lingkungan, karena lahan sawah yang terdapat
pembangunan di sekitarnya akan mudah tercemar serta akan menghambat
pengairan sawah sehingga merugikan petani lain. Padahal dalam syariat Islam
telah ditegaskan agar menjaga kelestarian lingkungan hidup, hal ini dikarenakan
memelihara lingkungan merupakan upaya manusia untuk menciptakan
kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Di samping itu, dalam konsep magasid syari‘'ah juga dijelaskan agar
selalu mengutamakan pada kemaslahatan umat, sebagaimana yang terdapat
dalam kaidah fikih:®’

Kemaslahatan publik harus didahulukan daripada kemaslahatan individu.

Dari kaidah di atas menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan
harus mengacu pada kemaslahatan masyarakat yang bersifat umum daripada
yang bersifat pribadi. Dengan demikian setiap kebijakan yang ditetapkan oleh
pemerintah terkait masyarakat harus untuk kemaslahatan orang banyak bukan

hanya untuk kalangan tertentu saja. Hal ini dikarenakan pemerintah sebagai

" H.A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Ed. Ke-1, Cet. Ke-8, (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2019), him.11.
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pemimpin masyarakat dalam menentukan arah kebijakan untuk kehidupan
masyarakat harus memperhatikan kemaslahatan bersama.

Berdasarkan konsep magasid syari’ah sebagaimana yang dijelaskan di
atas dapat diketahui bahwa implementasi Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor
5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dapat menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan ketentuan syara’, sehingga
masyarakat akan dapat memperoleh kemaslahatan sebagaimana yang dianjurkan
dalam syariat Islam.



BAB EMPAT
PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada pembahasan
bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan serta saran sebagai berikut:
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Peralihan
Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Darussalam, maka dapat penulis
simpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Darussalam
melakukan alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan
ada dua: (1) Karena kurangnya ketersediaan lahan masyarakat untuk
pembangunan. Masyarakat tidak memiliki lahan lain untuk mendirikan
tempat tinggal sehingga memanfaatkan lahan pertanian untuk
pembangunan, namun kepemilikan lahan yang dialihkan tersebut pada
umumnya merupakan lahan pribadi yang termasuk dari peninggalan
warisan. (2) Kondisi lahan pertanian yang sudah tidak produktif yang
disebabkan kekurangan air. Lahan pertanian membutuhkan air irigasi
sedangkan air irigasi tidak sampai ke lahan sawah masyarakat, sehingga
perairan yang tidak cukup menghambatkan masyarakat dalam bertani.
Kegiatan alih fungsi lahan pertanian tersebut menyebabkan turunnya
hasil panen tani yang akan berdampak bagi ketahanan pangan
masyarakat suatu wilayah.

2. Masyarakat Kecamatan Darussalam berbeda-beda dalam
mempersepsikan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5
Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan. Sebahagian dari mereka tidak mengetahui tentang
keberadaan Qanun tersebut, namun sebahagiannya lagi ada yang
mengetahui keberadaan Qanun tersebut tetapi tidak mematuhinya karena
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dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Mayoritas masyarakat
Kecamatan Darussalam mendukung keberadaan Qanun tersebut, namun
dalam pelaksanaannya Qanun tersebut belum efektif, hal ini dibuktikan
dengan tidak adanya sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelanggar
Qanun tersebut. Selain itu kurangnya pengawasan dan ketegasan dari
aparatur pemerintah dalam mewujudkan kebijakan terhadap praktik
peralihan fungsi lahan pertanian.

3. Dalam konsep magasid syari’ah tidak membatasi seseorang untuk
mengalihkan lahan pertanian untuk pembangunan perumahan, karena
tujuan dari magqasid syari ah adalah kemaslahatan umat. Namun apabila
dengan peralihan tersebut akan menimbulkan kemudharatan untuk orang
banyak, maka ini bertentangan dengan konsep magdasid syariah,
khususnya konsep hifdziil bi’ah. Tetapi apabila kegiatan tersebut dapat
menimbulkan kemaslahatan, maka ini akan sejalan dengan konsep
magqasid syari’ah sebagaimana yang diatur dalam Hukum Islam. Oleh
karena itu, berdasarkan perspektif magqgasid syari’ah peralihan fungsi
lahan pertanian untuk pembangunan perumahan di Kecamatan
Darussalam tidak bertentangan dengan konsep magasid syari'ah selama
tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan maupun kerugian
bagi masyarakat sekitar, serta tidak menimbulkan dampak terhadap
ketersediaan pangan masyarakat.

B. Saran
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan melalui hasil penelitian di
atas sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai
aturan yang sudah ditetapkan yaitu tentang alih fungsi lahan pertanian.
Kemudian agar lahan pertanian tidak dialihfungsikan oleh masyarakat
serta tetap dimanfaatkan pada sektor pertanian untuk mendukung

ketahanan pangan, maka pemerintah perlu memperhatikan kembali
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kebutuhan masyarakat terhadap lahan pertanian, menyediakan
infrastruktur pertanian, seperti perairan irigasi yang mencukupi.
Sehingga masyarakat dapat memprioritaskan kembali sektor pertanian.

. Adapun bagi masyarakat agar dapat mempertimbangkan kembali dalam
melakukan peralihan fungsi lahan pertanian, karena lahan pertanian
dapat dijadikan sebagai bentuk investasi untuk kebutuhan masyarakat.
Upaya perlindungan lahan pertanian dapat menjadi jaminan terhadap
ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini belum dilakukan secara menyeluruh, karena hanya
mengkaji dari aspek penerapan Qanun Kabupaten Aceh Besar terhadap
alih fungsi lahan pertanian dalam rangka menjaga ketersediaan lahan
pertanian untuk mendukung ketahanan pangan suatu daerah, maka untuk
penelitian berikutnya dapat meneliti lebih lanjut dengan mengukur atau
menentukan wilayah lahan pertanian produktif dan non produktif

berdasarkan tingkatan kebutuhan masyarakat.
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https://acehbesarkab.bps.go.id/
https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf
https://books.google.com/
https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2152
https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2152
https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/52/rumah-perumahan-dan-permukiman
https://jdihn.go.id/files/616/QANUN-NOMOR-5-TAHUN-2013.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ScnexxYehtIJ:https://aceh.bps.go.id/statictable/2020/02/24/247/jumlah-penduduk-provinsi-aceh-menurut-kabupaten-kota-tahun-2017-2019-.html+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ScnexxYehtIJ:https://aceh.bps.go.id/statictable/2020/02/24/247/jumlah-penduduk-provinsi-aceh-menurut-kabupaten-kota-tahun-2017-2019-.html+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ScnexxYehtIJ:https://aceh.bps.go.id/statictable/2020/02/24/247/jumlah-penduduk-provinsi-aceh-menurut-kabupaten-kota-tahun-2017-2019-.html+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ScnexxYehtIJ:https://aceh.bps.go.id/statictable/2020/02/24/247/jumlah-penduduk-provinsi-aceh-menurut-kabupaten-kota-tahun-2017-2019-.html+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id
https://media.neliti.com/media/publications/285633-maqid-syarah-sebagai-sebagai-dasar-penge-72bfc036.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/285633-maqid-syarah-sebagai-sebagai-dasar-penge-72bfc036.pdf
https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi

i | -
.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS BYARI’AH DAN HUKUM

JI. SyelkhAbdurRaulKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :[shiiar-raniry

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor. 5641/Un.08/F SH/PP.00.9/1172021
TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang i ® Bahwa unluk kelencaren bimbingan KKU Skrips| pada Fakultas Syar'ah dan Hukum, maks
g KKU Skﬂpsl tarsebut,
b. Bahwa ymg nnmam dalam Sural Keput pu dan cakap serta
memenuhi syaral untuk diangkat dalam jab bagei pembi g KKU Skripsl.
Mengingat ¢ 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tenlang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor D4 Tahun 2014 lenlang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggl
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi:
6. Peraturan Presiden Rl Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Neger
IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menterl Agama 492 Tahun 2003 F
Pengmgkmm Pemi dan Pemberhentian PNS Adlingkunpa Depaﬂemen Agama Rl
8. P Menteri Agama Rq i ia Nomar 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tatl Kera univefalhs Islam Neged N-Ranhy Banda Aceh;
8. P jia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta

Urwerﬂus islam Negeri Ar-Ramry Bande Aceh;
10. Surat Keputvun Rektor UIN Ar-Raniry Nomor D1 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan
Para Deken dan Direktur Program Pasca Sasjana dalam
thkmgan UlN Ar| Rnniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN
Menetapkan 3
Pertama : Menunjuk Saudara (i)
a. Dr. Nurdin, MAg Sebagsi Pembimbing |
b. Bukhari, S Ag.. MA Sebagai Pembimbing Il
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) -
Namasa : Asri Rahmatuliisa
NIM : 180102170
Prodi : HES
Judul . Paﬂhhan Fungsi Lahan Ponmm Untuk P Di K
delem P M. id AJ-syM ah (Scua Terhadap Penerapan
Qanun Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perli gan Lahan P ign Pgngan
Berkelanjutan)
Kedua 3 mbing yang ya di stas diberkan honoranum sesuai dengan
p p dang-undangan yang berak
Kellga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
Keempat : Surat Keputusan Ini mulai berlaku sa]akungnﬂdﬂmmamgmkmmenbahwamm
sesuatu skan divbah dan di B Y y P
kekeliruan dalam keputusan ini.
Kutipsn Sural Keputusan ini diberk kepada yang b gh unfuk digk kan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Banda Aceh
Dek
/ Muham
Tembusan ;

1. Rektor UMN Ar-Raniry;

2. Ketua Prodi HES;

3. Mahasiswa yang bersanglatan;
4. Amip.
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Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JI. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon: 0651- 7557321, Email: uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 1890/Un.08/FSH.1/PP.00.9/03/2022
Lamp : =
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,

. Camat, Kecamatan Darussalam
. Gampong Tanjung Selamat

1
2
3. Gampong Siem
4. Gampong Lamkeunung
5. Gampong Tungkop
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Asri Rahmatullisa / 180102170
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka
penulisan Skripsi dengan judul PERALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KECAMATAN DARUSSALAM DALAM PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH (Studi Terhadap Penerapan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor
5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami
mengucapkan terimakasih.
Berlaku sampai: 29 Juli 2022 Banda Aceh, 28 Maret 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Dr. Jabbar, M.A.



Nomor

Lampiran
Hal

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUSSALAM

Lambaro Angan Kode Pos 23373, Email kecamatandarussalam@gmai! com

1 0707273 Lambaro Angan, 23 Mei 2022

Kepada Yth,

. 1zin Melaksanakan Penelitian 1.Keuchik Gp.Tanjong Selamat

2.Keuchik Gp.Siem
3 Keuchik Gp.Tungkop
4 Keuchik Gp, Lamkeunung
Di-
Tempat

Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh. tanggal 28 Maret 2022, perihal pengantar Penelitian

maka pihak Kecamatan Darussalam pada prinsipnya tidak keberatan untuk
memberikan Izin Melakukan penelitian di Kecamatan Darussalam yang

dilaksanakan Oleh :
Nama : Asri Rahmatullisa

Nim : 180102170

Judul Penelitian Peralihan Fungsi Lahan Pertanian untuk

Pembangunan Perumahan di Kecamatan Darussalam dalam Perspektif

Magqasid Syariah  (studi terhadap penerapan Qanun Kabupaten Aceh Besar

nomor § tahun 2013 tentang periindungan lahan pertanian pangan

berkelanjutan ).

Demikian untuk dimakiumi dan dipergunakan seperiunya.
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Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian
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